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ABSTRAK 
 
Nama   :  Rahmawati  
Nim  :  10700112175 
Judul Skripsi  :  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran 
                                       di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di 
provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian adalah penelitian kuantitatif  dengan 
menggunakan data sekunder tahun 2000-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dan alat yang 
dipakai untuk mengelola data adalah SPSS 21. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara simultan variabel inflasi, upah 
minimum, investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
signifikan terhadap pengangguran di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan secara 
parsial upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, 
jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. 
Sedangkan  variabel inflasi dan investasi tidak signifikan terhadap pengangguran 
dengan arah yang negatif, dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap 
pengangguran dengan arah yang positif.  
Kata kunci: Pengangguran, Inflasi, Upah Minimum, Investasi, Jumlah Penduduk,   
        Pertumbuhan Ekonomi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak lepas dari  masalah 
pengangguran. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi 
manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan 
orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan 
psikologis.
1
 Selain itu, pengangguran menyebabkan terjadinya ketimpangan atau 
kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat dalam negara 
tersebut. 
Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 
angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
2
 
Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan 
kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja yang cukup luas serta 
penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil persentasenya, hal ini disebabkan 
rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga 
kerja yang siap bekerja. Selain itu, pengangguran juga bisa terjadi meskipun 
kesempatan kerja tinggi akan tetapi informasi yang terbatas dan ketidaksesuaian 
                                                          
1Gregory Mankiw, Makroekonomi Edisi Keenam, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006), h. 154. 
2Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 14.  
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keahlian yang tersedia dengan yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja.
3
 Oleh 
karena itu, perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah 
oleh orang yang menganggur dalam mencari sebuah pekerjaan atau dengan memulai 
suatu usaha yang dapat mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik.  
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ra’d/13:11 
 ... مِهُِسفَنِأب اَم ۟اوُرِّيَُغي ٰىَّتَح ٍمَْىِقب اَم ُرِّيَُغي َلَ َ َّللَّٱ َِّنإ ... 
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
4
 
 
Berdasarkan ayat di atas telah disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah 
keadaan seseorang jika orang tersebut tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya 
sendiri ke arah yang lebih baik. Berusaha mencari pekerjaan yang halal, karena 
dengan bekerja akan ada upah atau penghasilan yang akan diperoleh sehingga bisa 
memenuhi kebutuhan keluarganya dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat 
menekan angka pengangguran.  
Selain karena tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak 
sebanding dengan penyerapan tenaga kerja, pengangguran juga dapat disebabkan oleh 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena  perusahaan 
menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan 
                                                          
3Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2, (Jakarta: Penerbit 
Mitra Wacana Media, 2010), h. 4. 
4Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Mekar Surabaya:2004), h.337. 
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yang kurang kondusif, dan lain-lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan saling 
berkaitan dengan ketiadaan pendapatan yang menyebabkan para penganggur harus 
mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu, dapat mengganggu taraf 
kesehatan keluarga. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk, 
kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada 
kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka 
panjang.
5
 
Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang  
pertumbuhan penduduknya cenderung meningkat, apabila hal ini tidak diiringi 
dengan penciptaan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Hal ini 
membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi 
pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat seperti sandang, 
pangan, prasarana kesehatan, pendidikan dan juga dalam hal penyediaan lapangan 
kerja, sehingga dituntut peranan pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar. 
Seperti peningkatan kualitas angkatan kerja yang berkemampuan dalam 
memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK serta pelatihan keterampilan 
dan wawasan sehingga mampu mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang 
dibutuhkan agar jumlah pengangguran dapat berkurang. 
Manusia harus bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada jumlah lapangan 
                                                          
5
Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2002),  h. 15.  
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pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja yang ada. Akibat dari 
banyaknya penawaran tenaga kerja, akan banyak terjadi pengangguran karena jumlah 
tenaga kerja yang tersedia tidak termanfaatkan. Berikut adalah data pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Tabel 1.1 Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2014 
           
Tahun 
Jumlah Pengangguran 
(jiwa) 
Pertumbuhan 
(%) 
2000 83.004 - 
2001 113.345 36,55% 
2002 214.632 89,36% 
2003 214.863 0,10% 
2004 235.684 9,69% 
2005 576.947 144,79% 
2006 370.308 -35,82% 
2007 372.714 0,65% 
2008 311.768 -16,35% 
2009 314.664 0,93% 
2010 298.952 -4,99% 
2011 236.926 -20,75% 
2012 208.983 -11,79% 
2013 176.912 -15,35% 
2014 188.765 6,69% 
       Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat jumlah pengangguran di Sulawesi 
Selatan pada tahun 2000 sampai 2014. Dari tabel tersebut dapat kita lihat jumlah 
pengangguran yang paling tinggi yaitu pada tahun 2005 sebesar 576.947 jiwa. 
Peningkatan jumlah pengangguran yang drastis pada tahun 2005 disebabkan karena 
adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan harga Bahan Baku Minyak. Harga 
5 
 
Bahan Baku Minyak merupakan salah satu unsur bahan pokok yang mempengaruhi 
aspek kehidupan sehingga kenaikan bahan baku minyak ini mendorong kenaikan 
biaya produksi bagi perusahaan yang berujung pada kenaikan harga barang di pasar. 
Kemudian pada tahun 2006 jumlah pengangguran mengalami penurunan. Pada tahun 
2007 dan 2009 jumlah pengangguran kembali meningkat sebesar 0,65% pada tahun 
2007 dan 0,93% pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2010 jumlah 
pengangguran mengalami penurunan secara terus menerus sampai pada tahun 2013 
dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 6,69% dengan jumlah 
pengangguran sebesar 188.765 jiwa.  
Adapun indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi jumlah 
pengangguran antara lain tingkat inflasi, besaran upah yang berlaku, investasi, jumlah 
penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan 
harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Masalah inflasi sangat erat 
kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja. Dengan naiknya harga-harga 
disemua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi 
biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau 
tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari.
6
  
Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan adalah 
masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada 
tingkat pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru 
                                                          
6
Farid Alghofari, analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007, Semarang: 
Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro (Skripsi,2010), h. 23. 
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jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat 
disediakan setiap tahunnya. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima 
oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.
7
 
Penetapan upah minimum pada suatu daerah akan berdampak pada pekerja, 
upah minimum akan meningkatkan upah mereka di atas tingkat keseimbangannya. 
Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang 
akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas 
kerja. Tapi, bagi pengusaha yang menganggap upah merupakan biaya, kenaikan ini 
menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan 
kepada pekerja dengan tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Sehingga dengan adanya kenaikan upah minimum ini, pengusaha cenderung 
mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi. Hal ini 
akan memperbanyak jumlah pengangguran di tanah air.
8
 
Dilihat dari sisi investasi yang akan mendorong terciptanya barang modal 
baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja 
baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan 
mengurangi pengangguran. Dan dilihat  dari sisi jumlah penduduk yang semakin 
meningkat akan berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga apabila 
                                                          
7
Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h. 129. 
8 Dumairy, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), h.81. 
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tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, maka hal ini akan 
menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. 
Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat 
pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, 
diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran 
yang ada.   
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dari itu dalam 
penelitian ini, penulis tertarik memilih judul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014”.  
 
B. Rumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan dari latar belakang dan uraian yang telah diterangkan di atas, 
maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
2. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
3. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
4. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
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5. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan? 
 
C. Penelitian Terdahulu 
 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Farid Alghofari (2010) tentang Analisis 
Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007 bertujuan untuk menganalisis 
hubungan jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi 
terhadap jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 1980-2007. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik 
deskriptif, yaitu mendeskripsikan data dan grafik yang tersaji dan analisis korelasi 
untuk mengetahui besarnya tingkat hubungan antar variabel. Berdasarkan analisis 
yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, besaran upah, dan 
pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap 
jumlah pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk 
dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan 
kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan 
lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap 
jumlah pengangguran.
9
 
Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Juita Rachim (2013) tentang Analisis 
Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan 
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Farid Alghofari, analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007, Semarang: 
Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro (Skripsi,2010),h. 7. 
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Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sulawesi Selatan 
Periode 1996-2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis 
seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah, investasi 
swasta dan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi 
Selatan periode 1996-2010. Berdasarkan perhitungan model regresi berganda dengan 
menggunakan Eviews 5.1, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi 
swasta berpengaruh negatif dan signifikan, jumlah penduduk berpengaruh negatif 
namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. 
Sedangkan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran terbuka di Sulawesi selatan Periode 1996-2010.
10
 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustina Mustika CD (2010) tentang 
Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kota 
Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Semarang. Berdasarkan 
perhitungan analisis regresi berganda didapatkan hasil bahwa variabel upah 
berhubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, inflasi 
berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, PDRB 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, tingkat 
kesempatan kerja berhubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran 
                                                          
10Rizka Juita Rachim, analisis pengaruh upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah, investasi 
swasta dan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di provinsi Sulawesi Selatan periode 1996-2010, 
Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin (skripsi, 2013), h. xi. 
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sedangkan variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap tingkat pengangguran.
11
 
Penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti telah memaparkan faktor-
faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran. Dan dalam penelitian ini penulis 
akan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dengan cara menggabungkan 
beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya yang mempengaruhi jumlah 
pengangguran. Di mana dalam penelitian ini akan mengambil beberapa variabel yang 
telah diteliti kemudian menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 
pengangguran menjadi satu penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi 
perbedaan penelitian ini yaitu dengan menggabungkan faktor inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi jumlah 
pengangguran.  
 
D. Tujuan Penelitian 
 
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
                                                          
11Agustina Mustika CD, analisis tingkat pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di kota 
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3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
 
 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan ekonomi khususnya 
dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 
penanggulangan masalah pengangguran. 
2. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian-
penelitian selanjutnya yang topiknya berkaitan dengan penelitian ini. 
12 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Konsep Pengangguran  
 
1. Pengertian Pengangguran 
Pengangguran atau orang yang menganggur adalah orang yang tidak 
mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan pada usia kerja.
12
 
Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan 
penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya.
13
 Sedangkan Samuelson dalam bukunya 
menyebutkan bahwa yang tergolong sebagai pengangguran adalah orang-orang yang 
tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi sedang dalam usaha mencari pekerjaan.
14
 
Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak 
tergolong sebagai penganggur. Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara 
biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (unemployment rate), 
yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja
15
, 
atau : 
Tingkat Pengangguran = 
         n  n  u 
              
 × 100% 
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 Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2, (Jakarta: 
Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), h.142-143.  
13
 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 19. 
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 Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h.291. 
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 Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000),  h.35. 
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Secara umum yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang 
yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari 
pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan 
yang diinginkannya.  
 
2. Jenis-Jenis Pengangguran 
Dilihat dari penyebab timbulnya, pengangguran dibedakan menjadi 3 jenis, 
yaitu : 
1. Pengangguran friksional, adalah jenis penggangguran yang timbul karena 
berpindahnya orang- orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu 
pekerjaan ke pekerjaan lain, atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan 
yang berbeda. Terdapat tiga golongan penganggur yang dapat diklasifikasikan 
sebagai pengangguran fraksional yaitu : 
a) Tenaga kerja yang baru pertama sekali mencari kerja. Setiap tahun terdapat 
golongan penduduk yang mencapai usia yang tergolong sebagai angkatan 
kerja. disamping itu pelajar dan sarjana yang baru menyelesaikan pelajarannya 
juga akan aktif mencari kerja. 
b) Pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru. Pada ketika 
perekonomian mencapai tingkat kegiatan yang sangat tinggi terdapat 
perusahaan yang mendapat masalah untuk mendapat pekerja. Ini akan 
mendorong orang- orang yang sedang bekerja untuk meninggalkan 
14 
 
pekerjaannya, untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pribadinya 
atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. 
c) Pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh. Terdapat golongan pekerja dahulu 
telah bekerja tetapi meninggalkan angkatan kerja, memutuskan untuk bekerja 
kembali.
16
 
2. Pengangguran struktural, yaitu jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat 
adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan 
terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. 
Ketidakseimbangan di dalam pasar tenaga kerja yang terjadi antara lain karena 
adanya peningkatan permintaan atas satu jenis pekerjaan, sementara jenis 
pekerjaan lainnya permintaannya mengalami penurunan, dan penawaran itu 
sendiri tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap penyusuaian 
tersebut.
17
 Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya 
pengangguran struktural adalah: 
a) Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju 
membuat Fungsi tenaga kerja yang di gantikan oleh teknologi atau alat 
sehingga banyak pekerja yang tidak dipekerjakan setelahnya. 
b) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau 
daerah lain. Persaingan dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk 
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 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
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 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makroekonomi Edisi Keempatbelas, (Jakarta: Penerbit 
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yang lebih baik dan lebih ekonomis sehingga membuat permintaan barang 
lokal menurun, industri lokal yang tidak sanggup untuk bersaing terpaksa 
akan bangkrut dan menyebabkan bertambahnya pengangguran. 
c) Kemunduran Perkembangan Ekonomi suatu kawasan sebagai akibat 
daripertumbuhan yang pesat di daerah lain. 
3. Pengangguran konjungtur, yaitu jenis pengangguran yang terjadi sebagai 
akibat merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya 
permintaan agregat didalam perekonomian dibandingkan  penawaran agregat.
18
 
Menurut Sadono Sukirno, pengangguran di negara-negara sedang berkembang 
terbagi menjadi : 
1. Pengangguran terbuka yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan 
pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya 
dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat 
memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai 
akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang 
mengurangi penggunaan tenaga kerja. 
2. Pengangguran tersembunyi yaitu terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. 
Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja 
dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya 
diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. 
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 Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2, (Jakarta: 
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Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran 
tersembunyi.  
3. Pengangguran musiman terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan, 
yang disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang 
sifatnya berkala.  
4. Setengah menganggur (underemployed) terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja 
secara optimum.
19
 
Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa 
alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya 
waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya 
kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya 
kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah 
efisiensi.
20
 
 
3. Dampak Pengangguran 
 
Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa 
dampak atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan 
masyarakat. 
1. Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian  
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 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Pengantar Teori Edisi Ketiga, (PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 330. 
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Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dapat 
dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
mantap dan berkelanjutan (sustained economic growth). Tingkat pengangguran yang 
relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat 
dilihat jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh 
masalah pengangguran. Akibat- akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian 
adalah : 
Pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat 
memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran 
menyebabkan output aktual (actual output) yang dicapai lebih rendah dari atau berada 
dibawah output potensial (potential output). Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran 
masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin akan 
dicapainya. 
Kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) 
pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat 
kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang 
mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian, tingkat 
pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam 
menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.  
Ketiga, pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak akan 
menggalakkan pertumbuhan ekonomi. pengangguran menimbulkan dua akibat buruk 
kepada kegiatan sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja biasanya akan 
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diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin- mesin perusahaan. Keadaaan ini jelas 
tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa akan datang. 
Kedua, pengangguran yang timbul sebagai akibat dari kelesuan kegiatan perusahaan 
menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi  
keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan 
menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa akan datang. 
2. Dampak Pengangguran Terhadap Individu dan Masyarakat  
Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, 
pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap 
individu dan masyarakat, sebagai berikut : 
Pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan 
pendapatan. Di negara-negara maju, para penganggur memperoleh tunjangan 
(bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, mereka 
masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya. Sebaliknya di negara 
– negara berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan karenanya 
hidup penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman. Keadaan ini 
potensial bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak 
harmonis. 
Kedua, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya 
keterampilan. Keterampilan dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat 
dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran 
dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan skill pekerja semakin merosot. 
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Ketiga, pengangguran dapat pula menimbulkan ketidakstabilan sosial dan 
politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat 
menimbulkan rasa yang tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. 
Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer di mata masyarakat, dan 
berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya hal 
itu disertai pula dengan tindakan demonstrasi dan huru-hara. Kegiatan-kegiatan 
kriminal seperti pencurian dan perampokan dan lain sebagainya akan semakin 
meningkat.
21
 
 
B. Konsep Inflasi 
 
 
1. Pengertian Inflasi 
Defenisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat  kita temukan pada 
literatur ekonomi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus 
menerus.
22
 Menurut Sadono Sukirno inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.
23
 Sedangkan menurut 
Samuelson, inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum.
24
 Untuk 
mengetahui besarnya inflasi yang terjadi dalam suatu negara, maka digunakan tingkat 
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inflasi. Tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode 
waktu tertentu. 
 
2. Teori Inflasi 
Terdapat tiga teori utama yang menerangkan tentang inflasi, yaitu : 
1. Teori kuantitas. Berdasarkan teori ini, persentase kenaikan harga hanya akan 
sebanding dengan kenaikan jumlah uang beredar atau sirkulasi uang, tapi 
tidak terhadap jumlah produksi nasional.  
2. Teori Keynes yang mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat 
hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti bagaimana 
perebutan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan 
agregat yang lebih besar dari pada jumlah barang yang tersedia yaitu bila 
I>S. 
3. Teori strukturalis atau teori inflasi jangka panjang. Teori ini menyoroti sebab-
sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya 
ketegaran suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-
sebab struktural pertambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat 
dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga 
bahan makanan. Terdapat kenyataan lain bahwa kenaikan harga-harga secara 
terus menerus yang menyebabkan inflasi dapat juga dikarenakan naiknya 
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nilai tukar mata uang luar negeri secara signifikan terhadap mata uang dalam 
negeri.
25
 
 
3. Jenis-Jenis Inflasi 
a. Menurut sifatnya 
Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 4, yaitu : 
 Inflasi merayap/rendah (creeping inflation), yaitu inflasi yang 
besarnya kurang dari 10% pertahun. 
 Inflasi menengah (galloping inflation), besarnya antara 10-30% 
pertahun.  
 Inflasi berat (high inflation), inflasi yang besarnya 30-100% pertahun. 
 Inflasi sangat tinggi (hyper inflation), yaitu inflasi yang ditandai oleh 
naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).  
b. Berdasarkan sebabnya 
 Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation), Inflasi ini timbul 
sebagai akibat dari pada meningkatnya permintaan agregat. Inflasi ini 
terjadi karena banyaknya peredaran uang yang berhadapan dengan 
terbatasnya barang-barang yang dihasilkan dalam keadaan full 
employment. Dan apabila terlalu banyak permintaan atas barang yang 
terlalu sedikit maka harga akan melonjak tajam. 
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 Inflasi desakan biaya (cost push inflation), Inflasi dorongan biaya atau 
sering disebut inflasi sisi penawaran atau inflasi karena guncangan 
penawaran (supply-shock inflation). Inflasi yang timbul karena 
berkurangnya penawaran agregat. Inflasi ini terjadi jika biaya-biaya 
mendesak harga-harga naik pada periode di mana sumber daya tidak 
dipergunakan secara penuh. 
c. Berdasarkan asalnya 
 Domestic Inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestik). 
Kenaikan harga disebabkan karena adanya kejutan (shock) dari dalam 
negeri baik karena perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah 
dalam mengeluarkan kebijakan- kebijakan psikologis yang berdampak 
inflatoar.  Kenaikan harga- harga terjadi secara absolut akibatnya 
terjadilah inflasi atau semakin meningkatnya angka (laju)  inflasi. 
 Import Inflation. Inflasi yang terjadi dalam negeri karena adanya 
pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. kenaikan harga dalam negeri 
terjadi karena kenaikan harga dari luar negeri terutama barang-barang 
impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat 
diproduksi dalam  negeri.
26 
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4. Dampak Inflasi 
 
Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak 
atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat. 
1. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian  
Ketiadaan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari inflasi yang serius 
disebabkan oleh beberapa faktor penting seperti diuraikan di bawah ini : 
Pertama, inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif. Pada masa 
inflasi terdapat kecenderungan di antara pemilik modal untuk menggunakan 
uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. Membeli rumah dan tanah dan 
menyimpan barang yang berharga akan lebih menguntungkan daripada 
melakukan investasi yang produktif.  
Kedua, tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi. Untuk 
menghindari kemerosotan nilai modal yang mereka pinjamkan, institusi keuangan 
akan menaikkan tingkat bunga ke atas pinjaman-pinjaman mereka. Makin tinggi 
tingkat inflasi, makin tinggi pula tingkat bunga yang akan mereka tentukan. 
Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanam modal untuk 
mengembangkan industri-industri yang produktif.  
Ketiga, inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di 
masa depan. Inflasi akan bertambah cepat jalannya jika tidak dikendalikan. Pada 
akhirnya inflasi akan menimbulkan ketidakpastian dan arah perkembangan 
24 
 
ekonomi tidak lagi dapat diramalkan dengan baik. Keadaan ini akan mengurangi 
kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.  
Keempat, menimbulkan masalah neraca pembayaran. Inflasi menyebabkan 
harga barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri. 
Maka pada umumnya, inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat 
tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan bertambah lambat. Disamping itu, 
aliran modal keluar akan lebih banyak daripada yang masuk ke dalam negeri. 
Berbagai kecenderungan ini akan memperburuk neraca pembayaran, defisit 
neraca pembayaran yang serius mungkin berlaku. Hal ini seterusnya akan 
mmenyebabkan kemerosotan nilai mata uang.  
2. Dampak Inflasi Terhadap Individu dan Masyarakat  
Akibat buruk inflasi terhadap individu dan masyarakat dapat dibedakan 
kepada tiga aspek seperti di bawah ini : 
Pertama, memperburuk distribusi pendapatan. Dalam masa inflasi nilai 
harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan pabrik dan pertokoan akan 
mengalami kenaikan harga yang adakalanya lebih cepat dari kenaikan inflasi itu 
sendiri. Sebaliknya penduduk yang tidak mempunyai harta yang meliputi 
sebagian besar dari golongan masyarakat yang berpendapatan rendah pendapatan 
riilnya merosot sebagai akibat inflasi. Dengan demikian inflasi melebarkan 
ketidaksamaan distribusi pendapatan.  
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Kedua, pendapatan riil merosot. Sebagian tenaga kerja di setiap negara 
terdiri dari pekerja-pekerja bergaji tetap. Dalam masa inflasi kenaikan harga-
harga biasanya mendahului kenaikan pendapatan.  
Ketiga, nilai riil tabungan merosot. Dalam perekonomian biasanya 
masyarakat menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan 
tabungan di institusi keuangan. Nilai riil tabungan tersebut akan merosot sebagai 
akibat inflasi. Juga pemegang-pemegang uang tunai akan dirugikan karena 
kemerosotan nilai riilnya.
27
 
 
C. Konsep Upah Minimum 
 
 
Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan sebagai 
berikut:  
م ص لىسر لاق امهنع الله ىضر رمع هبا هع  َريِجَلأا اُىطَْعأ َّفَِجي َْنأ َلَْبق ُهَرَْجأ
قَرَع) ا هاوروجام هب( 
Artinya : 
Dari Ibnu Umar RA berkata Ia: Bersabda Rosulullah SAW: Berikanlah upah 
pekerja (buruh), sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah).
28
 
  
Hadits di atas menjelaskan betapa berharganya pekerjaan seseorang. Sehingga 
ketika seseorang bekerja pada suatu tempat atau perusahaan, diwajibkan kepada 
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perusahaan tersebut untuk memberikan gaji atau upah kepada pekerjanya sesuai 
dengan pekerjaan yang telah di lakukannya secara tepat waktu tanpa dikurangi sedikit 
pun. 
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.
29
 Beberapa 
pengertian tentang upah sebagaimana yang dinyatakan Desseler dalam bukunya yang 
b  judul “Sumb   D y  M nusi ” m n  t k n bahwa upah adalah uang atau sesuatu 
yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pekera/buruh.
30
 
Selain itu ia berpendapat pula bahwa pada kenyataannya sistem pembayaran 
pekerja/buruh dapat dibagi menurut pembayaran berdasarkan waktu kinerja, yaitu 
pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja misalnya jam, hari, minggu, 
bulan dan sebagainya serta pembayaran berdasarkan hasil kinerja, yaitu pmbayaran 
upah/gaji yang didasarkan pada hasil akhir dari proses kinerja, misalnya jumlah 
produksi.
31
 
Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 
pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 
lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap 
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provinsi berbeda-beda sehingga di sebut upah minimum provinsi.
32
 Sedangkan 
pengertian upah minimum menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor PER-01/MEN/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 
pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan-tunjangan tidak tetap tidak termasuk 
dalam upah minimum.
33
 Berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa hal yang 
dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum adalah: 
a. Kebutuhan hidup minimum (KHM) 
b. Indeks harga konsumen (IHK) 
c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan 
d. Upah yang umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah 
e. Kondisi pasar kerja 
f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita. 
Kebijakan upah minimum secara normatif merupakan jaringan pengaman 
(safety net) bagi pekerja atau buruh yang masih menerima upah dibawah ketentuan 
upah minimum. Tetapi sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan upah minimum 
sampai saat ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 
pendapatan pekerja atau buruh. Apalagi dalam situasi krisis ekonomi yang membuat 
pemenuhan kebutuhan hidup semakin berat. Akibatnya pengusaha terpaksa 
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melakukan restrukturisasi menagemen perusahaan, yang salah satunya berimplikasi 
pada pengurangan tenaga kerja.
34
 
 
D. Konsep Investasi 
 
 
1. Pengertian Investasi 
Teori ekonomi mengartikan atau mendefenisikan investasi sebagai 
pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-
peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-
barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-
barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi 
berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu 
perekonomian.
35
 
Dengan adanya kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-
menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan definisi-
definisi investasi di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk 
pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa 
depan dengan tingkat resiko tertentu. Terkadang investasi disebut juga sebagai 
penanaman modal. Penanaman modal tersebut terbagi lagi menjadi Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). 
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2. Jenis-Jenis Investasi 
 
Investasi terbagi menjadi dua yaitu investasi langsung dan tidak langsung. 
Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aset yang dapat diperjual belikan 
di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat 
dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual belikan. 
Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual belikan biasanya diperoleh melalui bank 
komersial. Sedangkan jenis investasi yang lain yaitu investasi tidak langsung yaitu 
investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan 
investasi.
36
  
Menurut jenisnya invetasi di bagi menjadi delapan jenis yang terkelompokkan 
menjadi empat kelompok yaitu : 
a. Autonomous investment dan induced investment. Yaitu Automous investment 
adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan 
nasional, Sedangkan induced investment adalah investasi yang sangat 
dipengaruhi tingkat pendapatan. 
b. Public Investment dan Private Investment. Yaitu, Public Investment adalah 
investasi penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu Private Investment adalah 
kebalikannya, yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta.  
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c. Domestic Investmet dan Foreign Investment. yaitu, Domestic artinya dalam 
negeri, sedangkan foreign adalah luar negeri. Dengan itu di jelaskan bahwa 
domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri dan foreign 
investment adalah penanaman modal asing. 
d. Gross Investment dan Net Investment. Yaitu, Gross investment adalah jenis 
investasi yang dlaksanakan di suatu Negara, dengan tidak peduli jenis 
investasi apa sajakah yang dilaksanakan. Sedangkan net investment adalah 
selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Apabila misalnya investasi 
bruto Rp.25 juta, sedangkan penyusutan Rp.10 juta maka net investment 
sebesar Rp.15 juta.
37
 
 
E. Jumlah Penduduk 
 
Manusia memiliki proses kehidupan, sejak lahir hingga meninggal. Namun 
dalam daur kehidupan tersebut terdapat penduduk yang usia produktif, artinya dalam 
usia produktif, penduduk tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas 
yang rutin. Manusia dikatakan usia produktif, ketika penduduk berusia pada rentang 
15-64 tahun. Sebelum 15 tahun, atau setelah 64 tahun tidak lagi masuk ke dalam usia 
produktif. Penduduk yang produktif akan membantu dalam kelancaran segi 
perekonomian dan pembangunan dalam satu wilayah. 
Pertambahan jumlah penduduk yang tidak seiring dengan perkembangan 
kesempatan kerja, akan mengakibatkan meningkatkan pengangguran. Tidak bisa 
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dipungkiri bahwa penduduk adalah unsur penting dalam proses pembangunan. 
Bahkan, Adam Smith menganggap bahwa manusialah sebagai factor produksi utama 
yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada 
artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga 
bermanfaat bagi kehidupan. Selain itu, dalam usaha meningkatkan produksi dan 
pengembangan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan sangat penting 
karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan sebagai 
tenaga usahawan yang dapat menciptakan kegiatan ekonomi.
38
 
Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pembangunan  
ekonomi akan menimbulkan masalah tersendiri bagi sebuah Negara atau daerah. Oleh 
karena itu, untuk dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka 
semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan 
keinginan serta keterampilan yang dimilikinya. Ini akan membawa konsekuensi 
bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi 
angkatan kerja baru. 
Meskipun demikian, ada juga yang beranggapan bahwa jumlah penduduk 
yang besar bagi suatu Negara juga bisa sebagai pemacu pembangunan (positif), yaitu 
sebagai pasar yang potensial bagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat 
itu sendiri, sumber tenaga kerja murah yang sangat diperlukan bagi proses 
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pembangunan dan dapat meningkatkan produksi karena dengan semakin banyaknya 
orang orang yang berkarya. 
 
F. Pertumbuhan Ekonomi 
 
 
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 
masyarakat bertambah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi adalah 
perkembangan batas kemungkinan produksi (production possibilityfrontier = PPF) 
suatu negara.
39
 
Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi 
akan selalu mengalami pertumbuhan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan 
menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang. Disamping 
itu tenaga kerja bertambah kemampuannya sebagai akibat perkembangan pendidikan 
dan pengalaman kerja serta pendidikan keterampilan mereka juga berkembang. 
Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat 
pertumbuhan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh 
pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi 
memproduksi biasanya lebih besar daripada pertambahan produksi yang sebenarnya. 
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Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja memiliki peranan yang cukup 
signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Sebagai sumber daya 
pembangunan, tenaga kerja diposisikan sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. 
Dengan demikian naik turunnya produktivitas ditentukan oleh kinerja tenaga kerja. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nopirin bahwa jumlah serta proporsi faktor 
produksi (modal dan tenaga kerja) yang dimiliki suatu Negara menentukan kapasitas 
produksi Negara tersebut, yang tercermin pada kurva kemungkinan produksi.
40
 
Demikian juga menurut Todaro bahwa jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan 
menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih 
besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.
41
 
Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 
kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 
dalam masyarakat bertambah.
42
 Dengan demikian untuk menentukan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut 
harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi 
pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. 
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan angka 
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung 
berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari  sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi 
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penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga 
konstan.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.  
Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, 
yaitu Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut BPS adalah  
jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga 
tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga 
pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan 
ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik 
Regional Bruto riilnya. 
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS 
adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di 
suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan 
kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi 
sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut 
sertanya factor produksi dalam proses produksi. 
Kuznets memberikan enam ciri pertumbuhan yang muncul  yang didasarkan 
pada produk nasional dan komponennya.. Keenam ciri tersebut adalah Laju 
pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk per kapita yang tinggi, peningkatan 
35 
 
produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk perkapita, laju 
perubahan struktural yang tinggi yang mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke 
non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif dan 
peralihan dari usahausaha perseorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum 
serta perubahan status kerja buruh, Semakin tingginya tingkat urbanisasi, Ekspansi 
dari negara lain, peningkatan arus barang, modal dan orang antar bangsa. 
Penilaian mengenai cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi haruslah 
dibandingkan dengan pertumbuhan di masa lalu dan pertumbuhan yang dicapai oleh 
daerah lain. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan 
yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. 
Sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke 
tahun mengalami penurunan atau fluktuatif. 
 
G. Hubungan Antar Variabel 
 
 
1. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran 
Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah 
pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada 
harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat 
pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat 
bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor 
36 
 
yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi 
karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.
43
 
Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran 
kedudukannya naik (tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan 
dengan kurva philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau 
pengangguran yang rendah. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka 
akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi 
yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah. 
Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan 
tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan 
dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, 
berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. 
Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut 
produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja 
(tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat 
dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) 
pengangguran menjadi berkurang. 
 
2. Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran 
 
Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran 
dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat 
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upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan 
besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah 
tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada 
suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah 
pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika 
upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi 
efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan 
tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan 
pengangguran. 
Peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran 
tenaga kerja. Pertama, efek subtitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih 
lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek 
pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan 
pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya 
komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja 
akan berlekuk kebelakang (backward bending curve).
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3. Hubungan Investasi dengan Pengangguran 
 
Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan pengangguran menurut 
Harrod-Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga 
memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor 
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 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makroekonomi, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997). 
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produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunanya.
45
 Dinamika penanaman modal 
mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak 
lesunya pembangunan. Maka setiap Negara berusaha menciptakan iklim yang dapat 
menggairahkan investasi yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga 
dapat meningkatkan kesempatan kerja.
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4. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran 
 
Kenaikan jumlah penduduk yang dialami mengakibatkan kenaikan jumlah 
angkatan kerja. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut, tidak dibarengi 
oleh meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya 
bertambah tersebut, tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan. Hal ini akan 
berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah. Berdasarkan penjelasan 
ahli-ahli ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di 
antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori 
penduduk optimum. Teori ini menjelaskan apabila kekurangan penduduk, produksi 
marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Akibatnya pertambahan 
penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Di sisi lain, apabila penduduk 
sudah terlalu banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan 
mempengaruhi fungsi produksi, maka produksi marjinal akan mulai mengalami 
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penurunan. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita 
menjadi semakin lambat pertumbuhannya.
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5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran 
 
Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi 
Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi 
jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui 
peningkatan atau penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena indikator 
yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, 
hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan 
negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan 
pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga 
pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan 
produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih 
diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya. 
Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan 
ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan 
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kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi 
mengurangi jumlah pengangguran. 
 
H. Kerangka Pikir 
 
 
Dari kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi 
besarnya pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan yang terjadi baik 
pada inflasi, upah minimum, investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi 
akan mengakibatkan perubahan pada jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014 dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inflasi 
Upah Minimum  
Investasi 
Jumlah Penduduk 
Pertumbuhan Ekonomi 
Pengangguran 
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I. Hipotesis 
 
 
Berdasarkan pemikiran yang tekandung dalam masalah pokok dan tujuan 
yang hendak dicapai maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  
1. Diduga bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Diduga bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
4. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
5. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu metode penelitian 
yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan metode 
ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi 
pengambilan keputusan.
48
 Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif 
berupa software computer dalam mengelola data tersebut. Data kuantitatif ini berupa 
data runtut waktu (time series) yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu 
variabel tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu 
sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 
perantara dan diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data yang diambil yaitu 
data yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti data inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pengangguran. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
 
 
Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. 
Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, 
literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam 
bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data 
yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel. 
 
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 
 
Penelitian ini menggunakan analisis berganda dengan data runtut waktu (time 
series). Untuk menguji bisa atau tidak regresi tersebut digunakan dan untuk menguji 
hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistik, sebagai berikut : 
Y = β0 + β1X1 - β2X2 - β3X3 + β4X4- β5X5 + e  
Dimana : 
Y = Variabel pengangguran 
β0 = Konstanta 
X1 = Variabel inflasi 
X2 = Variabel upah minimum 
X3 = Variabel Investasi 
X4 = Variabel Jumlah Penduduk 
X5 = Variabel Pertumbuhan ekonomi 
β1 – β5 = Koefisien regresi masing-masing variabel independent  
e = Error term 
Persamaan di atas merupakan persamaan non linier. Maka, untuk 
memudahkan regresi dapat dilakukan transformasi menjadi linier dalam bentuk 
logaritma natural (Ln) seperti pada persamaan estimasi regresi linier berikut : 
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Ln Y= β0 + β1X1 - β2Ln X2 - β3Ln X3 + β4Ln X4- β5X5 + e 
Keterangan : 
Ln Y = Pengangguran 
X1 = Inflasi 
Ln X2 = Upah Minimum 
Ln X3 = Investasi 
Ln X4  = Jumlah penduduk 
X5 = Pertumbuhan ekonomi 
β0 = Konstanta 
β1 – β5 = Parameter yang di Estimasi 
e = Kesalahan Random 
 
1. Uji Asumsi Klasik 
 
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 
analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:  
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 
atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas 
adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat 
grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara Normal Probability 
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Plot. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu 
diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari 
residualnya. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variable independent. Model yang baik 
seharusnya tidak terjadi kolrelasi antara yang tinggi diantara variable bebas. 
Torelance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 
dijelaskan oleh variable bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan 
nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) dan menujukkan adanya 
kolinearitas yang tinggi. Nilai cotuff yang umum dipakai adalah tolerance 
0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode  analisis untuk 
mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian 
nilai durbin watson (DW test). 
d. Uji Heteroksiditas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 
ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 
Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 
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heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam 
penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik. 
 
2. Uji Hipotesis 
 
Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam 
penelitian, di mana rumusan masalah dalam penelitian yang ada di bab 1 telah 
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan 
hipotesis asosiatif  untuk melihat hubungan variabel inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah pendudukan dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014. Uji Hipotesis terbagi 
menjadi :      
a. Analisis Korelasi (R) 
Analisis korelasi merupakan analisis yang bertujuan untuk mengukur kuat 
atau derajad hubungan antar dua variabel. Fungsi utama analisis korelasi adalah 
untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. 
b. R-Square (R2)  
Nilai R
2
 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam 
mempengaruhi variabel dependen. Nilai R
2
 berkisar antara 0 dan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). 
Semakin besar nilai R
2
, maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. 
Sifat dari koefisien determinasi adalah : 
a. R2 merupakan besaran yang non negative 
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b. Batasannya adalah (0 ≤ R2 ≤ 1). 
Apabila R
2 
bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel   
independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai R
2
 maka semakin 
tepat regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. 
c. Uji t 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada 
variabel dependen secara nyata.  
Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara 
individu dapat dilihat hipotesis berikut: H0 : ß1 = 0tidak berpengaruh,H1 : 
ß1> 0berpengaruh positif,H1 : ß1< 0berpengaruh negatif. Dimana ß1 
adalah koefisien variable independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. 
Biasanya nilai ß dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variable X1 terhadap 
Y.Bila thitung> ttabel maka Ho diterima (signifikan) dan jika thitung< ttabel Ho 
diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah 
hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. 
d. Uji F 
Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan 
secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu Inflasi(X1), Upah 
Minimum(X2), Investasi(X3), Jumlah Penduduk (X4), Pertumbuhan Ekonomi 
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(X5) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu 
Pengangguran (Y). 
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan Level 
of significance 5 persen, Kriteria pengujiannya apabila nilai F-hitung < F-tabel 
maka hipotesis diterima yang artinya seluruh variabel independen yang 
digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
Apabila Fhitung > Ftabel maka hipotesis ditolak yang berarti seluruh variabel 
independen berpengaruh secara signifikan taerhadap variabel dependen dengan 
taraf signifikan tertentu. 
 
D. Defenisi Operasional 
 
 
Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah:  
1. Inflasi (X1) 
Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju inflasi 
gabungan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun  2000-2014 dan dinyatakan 
dalam satuan persen (%). 
2. Upah Minimum (X2) 
Upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dan dinyatakan dalam satuan 
rupiah (Rp). 
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3. Investasi (X3) 
Investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah total investasi 
PMA dan PMDN di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dan 
dinyatakan dalam rupiah (Rp). 
4. Jumlah Penduduk (X4) 
Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 
penduduk Sulawesi Selatan usia produktif yaitu umur 15-64 tahun 2000-2014 
dengan satuan jiwa. 
5. Pertumbuhan Ekonomi (X5) 
Variabel pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Sulawesi Selatan 
selama tahun 2000-2014 dalam satuan persen (%). 
6. Pengangguran (Y) 
Variabel jumlah pengangguran yang digunakan adalah jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan satuan 
jiwa. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 
1. Kondisi Geografis 
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Jazira 
selatan pulau Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung 
Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak 0
012’ – 80 Lintang Selatan dan 116048’ 
– 122036’ Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km2 (42% dari luas seluruh 
Pulau Sulawesi dan 4,1% dari luas seluruh Indonesia). Provinsi ini memiliki posisi 
yang strategis di kawasan timur Indonesia yang memungkinkan Provinsi ini sebagai 
pusat pelayananan, baik bagi kawasan timur Indonesia maupun skala Internasional. 
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat 
b. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar 
c. Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara 
d. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores. 
Hampir 75 persen wilayah Sulawesi Selatan merupakan daerah daratan tinggi 
yang memajang ditengah daratan dari utara ke selatan melalui Gunung Rante Mario 
dan Gunung Ganda Dewata di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, di wilayah bagian 
utara hingga Gunung Lompobattang di Kabupaten Bantaeng daratan rendah/ pantai 
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membentang sepanjang pesisir pantai barat, tengah dan timur dengan total panjang 
pantai yang dimiliki kurang lebih 2500 km. 
Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.083,94 Km². Secara 
administrasi, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 
21 kabupaten 3 kota. Dari 24 Kabupaten/Kota tersebut, didalamnya terdapat 305 
wilayah kecamatan, 2.243 desa dan 771 kelurahan definitif pada tahun 2014.  
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2014 
 
Kabupaten/Kota Luas Area 
(Km
2
) 
Banyaknya 
Kecamatan 
Banyaknya 
Desa/Kelurahan 
Kepulauan Selayar 90.350,00 11 74 
Bulukumba 1.154,67 10 126 
Bantaeng 395,83 8 67 
Jeneponto 903,35 11 113 
Takalar 566,51 9 83 
Gowa 1.883,32 18 167 
Sinjai 819,96 9 80 
Maros 1.619,12 14 103 
Pangkep 1.112,29 13 102 
Barru 1.174,71 7 54 
Bone 4.559,00 27 372 
Soppeng 1.359,44 8 70 
Wajo 2.506,20 14 176 
Sidrap 1.883,25 11 105 
Pinrang 1.961,17 12 104 
Enrekang 1.786,01 12 129 
Luwu 3.000,25 21 227 
Tana Toraja 2.054,30 19 159 
Luwu Utara 7.502,68 11 176 
Luwu Timur 6.944,88 11 102 
Toraja Utara 1.151,47 21 151 
Makassar 175,77 14 143 
Pare Pare 99,33 4 22 
Palopo 247,52 9 48 
          Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
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2. Kondisi Demografi 
Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan DAU Tahun 2014 berjumlah 
8.432.163 jiwa yang tersebar di 24 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk ter-
besar yakni 1.429.242 mendiami Kota Makassar. Secara keseluruhan, jumlah 
penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang 
berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih 
kecil dari 100. Hanya di daerah Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, 
Luwu Timur, dan Toraja Utara yang menunjukkan angka rasio jenis kelamin lebih 
besar dari 100. 
 
3. Kondisi Ketenagakerjaan 
 
Penduduk usia kerja di daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2014 berjumlah 
5.979.749 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang masuk menjadi angkatan 
kerja berjumlah 3.715.801 jiwa atau lebih dari 50 persen dari seluruh Penduduk usia 
kerja. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 3.715.801 jiwa tercatat bahwa 
188.765 orang dalam status mencari pekerjaan. Dari angka tersebut dapat dihitung 
tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun 2013, yakni sebesar 
5,08 persen. Angka ini merupakan rasio antara pencari pekerjaan dan jumlah 
angkatan kerja.  
Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan 
bekerja di sektor pertanian yang berjumlah 1.474.491 orang atau 41,8 persen dari 
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jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja 
cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa. 
 
B. Deskripsi  Perkembangan Variabel 
 
Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian yaitu variabel pengangguran sebagai variabel dependent sedangkan inflasi, 
upah minimum, investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi sebagai 
variabel independent. 
 
1. Perkembangan Jumlah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang patut mendapat 
perhatian pemerintah. Masalah pengangguran umumnya lebih banyak dicirikan oleh 
daerah perkotaan sebagai efek dari industrialisasi.  Pengangguran merupakan akibat 
tidak langsung dari penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi permintaan 
tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran salah satu 
masalah di Sulawesi Selatan yang pertumbuhannya mengalami fluktuasi akibat dari 
semakin banyaknya angkatan kerja yang belum mampu terserap ke dalam lapangan 
kerja yang ada. 
Pengangguran di Sulawesi Selatan tersebar diberbagai kabupaten/kota yang 
ada di Sulawesi Selatan. Berikut adalah data pengangguran di Provinsi Sulawesi 
Selatan:  
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Tabel 4.2 Data Jumlah Pengangguran Berdasarkan Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014 
 
Kabupaten/ 
Kota 
Pengangguran 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Kep. Selayar 959 1.756 3.030 2.711 3.681 7.148 5.723 
Bulukumba 2.721 2.036 7.415 11.846 7.300 34.643 19.360 
Bantaeng 1.042 495 1.656 1.643 2.278 10.537 5.976 
Jeneponto 966 3.044 3.571 5.012 5.516 28.150 15.286 
Takalar 2.172 2.770 4.507 3.399 4.120 14.772 11.188 
Gowa 2.673 8.935 11.739 18.565 20.328 53.346 39.126 
Sinjai 747 580 1.920 1.594 4.053 8.211 5.841 
Maros 3.716 4.555 10.008 4.783 9.237 21.833 15.436 
Pangkep 5.533 4.800 7.332 8.329 11.743 21.843 18.094 
Barru 1.515 3.740 4.146 3.818 5.000 12.261 7.987 
Bone 5.418 5.454 18.195 9.805 16.875 55.974 32.178 
Soppeng 1.654 3.276 7.036 4.916 4.538 18.374 9.679 
Wajo 1.666 4.353 8.856 10.399 7.375 15.637 13.070 
Sidrap 1.469 6.867 7.878 8.278 9.450 27.405 11.286 
Pinrang 2.608 3.186 5.179 4.878 7.976 21.847 15.079 
Enrekang 868 1.032 1.572 1.127 4.153 5.820 2.748 
Luwu 5.187 2.583 9.692 12.742 10.078 23.038 21.999 
Tana Toraja 4.345 5.691 5.377 6.218 7.604 47.696 22.523 
Luwu Utara - 3.446 15.334 12.040 16.684 14.761 7.920 
Luwu Timur - - - - - 19.296 8.943 
Toraja Utara - - - - - - - 
Makassar 35.448 41.990 74.045 76.288 65.504 91.537 65.434 
Pare Pare 2.297 2.756 6.144 6.472 7.108 11.831 5.934 
Palopo - - - - 5.083 10.987 9.498 
SUL-SEL 83.004 113.345 214.632 214.863 235.684 576.947 370.308 
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Sambungan Tabel 4.2 
Kabupaten/ 
Kota 
 Pengangguran                                                    
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kep.Selayar  6.501 5.980 5.518 4.663 2.565 1.750 2.446 1.180 
Bulukumba  16.361 15.069 11.178 13.686 9.796 5.241 7.274 5.403 
Bantaeng  10.291 7.963 6.470 5.317 4.503 6.401 5.559 2.274 
Jeneponto  10.918 9.861 12.177 10.061 7.890 7.122 4.148 4.229 
Takalar  13.200 10.530 10.275 8.615 6.846 7.535 3.092 3.540 
Gowa  31.634 23.670 25.734 22.623 21.029 11.417 8.043 7.711 
Sinjai  6.620 5.030 4.970 3.926 5.663 3.285 481 989 
Maros  14.528 12.060 13.965 13.665 9.990 9.226 7.866 6.768 
Pangkep  13.679 14.009 14.251 12.332 8.379 9.918 6.684 12.792 
Barru  5.777 6.217 5.228 5.894 4.288 3.209 2.819 1.393 
Bone  28.156 26.753 18.069 21.578 19.603 11.715 12.286 16.834 
Soppeng  12.696 8.098 9.688 7.907 5.461 6.423 6.194 2.381 
Wajo  14.266 11.560 10.828 8.656 14.036 5.447 6.182 8.064 
Sidrap  14.999 11.502 8.272 9.749 5.960 7.873 7.930 6.957 
Pinrang  14.050 16.259 13.930 10.918 10.269 7.159 2.480 4.243 
Enrekang  5.136 5.655 5.597 3.755 5.467 2.857 1.417 1.288 
Luwu  8.458 8.717 10.576 9.432 10.792 13.989 9.273 7.319 
Tana Toraja  10.467 10.467 10.506 3.802 5.257 5.141 3.315 3.944 
Luwu Utara  8.323 6.674 8.882 6.399 5.663 6.440 5.825 2.459 
Luwu Timur  10.577 12.239 16.149 16.139 8.005 8.990 7.027 9.962 
Toraja Utara  - - - 8.191 5.314 4.817 2.544 3.706 
Makassar  95.010 66.446 77.143 78.216 49.668 55.596 55.619 65.623 
Pare Pare  8.951 7.723 7.470 6.935 4.401 2.276 2.608 4.166 
Palopo  12.116 9.286 7.788 6.493 6.081 5.156 5.800 5.540 
SUL-SEL  372.714 311.768 314.664 298.952 236.926 208.983 176.912 188.765 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
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Tabel di atas menunjukkan data jumlah pengangguran di kabupaten/kota yang 
ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah 
pengangguran terendah berada di kabupaten Sinjai pada tahun 2001 yaitu sebesar 580 
jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran tertinggi berada di kota Makassar. Hal ini 
disebabkan karena kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi sehingga banyak 
penduduk daerah lain yang pindah ke Makassar untuk mencari pekerjaan.  
Berikut adalah data yang lebih ringkas mengenai jumlah pengangguran di 
Sulawesi Selatan: 
Tabel 4.3 Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2014 
 
Tahun 
Jumlah Pengangguran 
(jiwa) 
Pertumbuhan 
(%) 
2000 83.004 - 
2001 113.345 36,55% 
2002 214.632 89,36% 
2003 214.863 0,10% 
2004 235.684 9,69% 
2005 576.947 144,79% 
2006 370.308 -35,82% 
2007 372.714 0,65% 
2008 311.768 -16,35% 
2009 314.664 0,93% 
2010 298.952 -4,99% 
2011 236.926 -20,75% 
2012 208.983 -11,79% 
2013 176.912 -15,35% 
2014 188.765 6,69% 
       Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
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Berdasarkan tabel 4.3, Perkembangan jumlah pengangguran di Sulawesi 
Selatan dari tahun 2000 sampai 2005 mengalami peningkatan terus menerus dan 
mencapai puncak pada tahun 2005 yaitu 576.947 jiwa dengan peningkatan sebesar 
144,79% dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2004 tingkat 
pengangguran hanya berkisar 235.684 jiwa. Peningkatan jumlah pengangguran yang 
drastis pada tahun 2005 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk 
meningkatkan harga Bahan Baku Minyak. Harga Bahan Baku Minyak merupakan 
salah satu unsur bahan pokok yang mempengaruhi aspek kehidupan sehingga 
kenaikan bahan baku minyak ini mendorong kenaikan biaya produksi bagi 
perusahaan yang berujung pada kenaikan harga barang di pasar dan PHK yang 
dilakukan oleh perusahaan.  
 
2. Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan  
 
Inflasi adalah gejala kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi 
oleh masyarakat secara menyeluruh. Angka inflasi merupakan salah satu indikator 
stabilitas ekonomi yang mencerminkan perubahan harga. Laju inflasi biasanya 
disebabkan oleh naik turunnya produksi barang dan jasa, distribusinya dan juga 
disebabkan oleh jumlah uang beredar. Bagi pemerintah, indikator inflasi bisa 
digunakan sebagai instrumen dalam menyusun kebijakan fiskal dan kebijakan 
moneter. Bagi swasta, indikator inflasi bisa dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan 
usaha terutama berkaitan dengan penyesuaian tingkat upah dan efisiensi perusahaan. 
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Di Indonesia laju inflasi banyak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga 
BBM. Tingkat inflasi yang tinggi akan sangat merugikan perekonomian suatu negara 
yang pada akhirnya merupakan malapetaka bagi masyarakat yang berpenghasilan 
rendah. Besarnya angka inflasi di Sulawesi Selatan memiliki kecenderungan yang 
searah dengan inflasi nasional. 
Tabel 4.4 Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014 
 
Tahun Tingkat Inflasi (%) 
2000 9,73 
2001 11,77 
2002 8,25 
2003 3,01 
2004 6,48 
2005 15,2 
2006 7,21 
2007 5,71 
2008 11,79 
2009 3,39 
2010 6,56 
2011 2,86 
2012 4,41 
2013 6,24 
2014 8,61 
             Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
Pada tabel 4.4 dapat dilihat bagaimana perkembangan inflasi di provinsi 
Sulawesi Selatan selama tahun 2000-2014. Perkembangan inflasi di Sulawesi Selatan 
mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi mencapai angka tertinggi pada tahun 2001, 2005 
dan 2008. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2001 situasi politik di Indonesia 
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kurang baik. Inflasi pada saat itu sebesar 11,77%. Sedangkan pada tahun 2005 dan 
2008 inflasi mencapai besaran dua digit karena adanya imbas kenaikan harga BBM 
yang terutama di dorong oleh kenaikan harga minyak bumi. Inflasi pada tahun 2005 
sebesar 15,20% sedangkan tahun 2008 sebesar 11,79%. 
 
3. Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Sulawesi Selatan  
Kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum dapat berpengaruh 
terhadap angka pengangguran. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar 
mempertimbangkan dengan baik kebijakan dalam menetapkan tingkat upah. Disatu 
sisi, dengan penentuan upah minimum yang tinggi akan memberatkan sisi produsen 
sebagai pemakai faktor tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan produksi. Tetapi di 
lain sisi penentuan upah minimum yang terlalu rendah akan menekan kesejahteraan 
pekerja. 
Secara umum, kondisi upah minimum di provinsi Sulawesi Selatan 
mengalami peningkatan dari tahun ketahun seiring dengan semakin tingginya harga 
berbagai macam kebutuhan hidup masyarakat. Namun yang terjadi, besarnya upah 
yang ditetapkan tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup para tenaga 
kerja. Hal ini disebabkan karena peningkatan upah dibarengi juga dengan kenaikan 
harga bahan kebutuhan pokok khususnya pasca kenaikan BBM. Karena itulah, 
diyakini bahwa peningkatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 
seorang pekerja dan belum memenuhi kebutuhan keluarganya. 
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Tabel 4.5 Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014 
 
Tahun 
Upah Minimum 
Provinsi (Rp) 
2000 200.000 
2001 300.000 
2002 375.000 
2003 415.000 
2004 455.000 
2005 510.000 
2006 612.000 
2007 673.200 
2008 740.520 
2009 905.000 
2010 1.000.000 
2011 1.100.000 
2012 1.200.000 
2013 1.440.000 
2014 1.800.000 
              Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.5, upah minimum di Sulawesi Selatan setiap tahun 
mengalami peningkatan. Peningkatan upah ini berdasarkan dengan kebijakan 
pemerintah setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tingkat upah ini 
disesuaikan dengan kondisi perekonomian di provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, 
peningkatan upah ini secara umum diharapkan untuk meningkatkan semangat kerja 
para pekerja serta untuk mendapatkan penghidupan yang layak.  
 
 
 
 
 
61 
 
4. Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan  
 
Investasi adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan suatu usaha di 
wilayah Negara  Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam 
negeri maupun dari luar negeri. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan 
pembangunan ekonomi suatu Negara. Oleh karena itu PMDN dan PMA mempunyai 
peran penting sebagai alternatif sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk 
pembiayaan pembangunan.  
Tabel 4.6 Perkembangan Nilai Investasi Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014 
 
Tahun PMDN (Rp) PMA (Rp) Total (Rp) 
2000 29.981.733.590.000 27.804.490.000 30.009.538.080.000 
2001 16.794.029.000.000 179.764.000.000 16.973.793.000.000 
2002 146.059.750.000.000 3.422.804.160.000 149.482.554.160.000 
2003 487.273.700.000 427.853.267.000 915.126.967.000 
2004 767.121.750.000 2.453.025.856.340 3.220.147.606.340 
2005 876.071.000.000 23.238.120.000 899.309.120.000 
2006 2.362.637.240.000 6.133.284.300.000 8.495.921.540.000 
2007 244.670.640.000.000 1.332.137.364.530 246.002.777.364.530 
2008 121.399.912.000.000 6.696.472.500.000 128.096.384.500.000 
2009 4.461.424.727.000 1.026.221.810.200 5.487.646.537.200 
2010 3.212.298.236.266 3.972.188.959.875 7.184.487.196.141 
2011 3.986.302.703.368 805.227.252.714 4.791.529.956.082 
2012 2.318.863.400.000 5.289.238.463.390 7.608.101.863.390 
2013 921.017.400.000 4.459.770.288.230 5.380.787.688.230 
2014 4.949.542.500.000 3.417.677.677.500 8.367.220.177.500 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
Pada tabel 4.6 dapat dilihat bagaimana perkembangan investasi di provinsi 
Sulawesi Selatan. Perkembangan investasi di Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 
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mengalami fluktuasi. Total investasi paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 
sebesar Rp.246.002.777.364.530,-. Sedangkan total investasi paling rendah terjadi 
pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.899.309.120.000,-.  
Hal ini dipengaruhi oleh perubahan-perubahan iklim investasi seperti kebijakan 
ekonomi yang dilakukan pemerintah, situasi politik serta keamanan dan sebagainya. 
Kondisi seperti ini mempengaruhi kepercayaan investor untuk menanamkan 
modalnya di provinsi Sulawesi Selatan.  
 
5. Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan  
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 
Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili 
kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam penggolongan penduduk 
berdasarkan umur terdapat penduduk yang termasuk dalam penduduk usia produktif 
yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun.  
Pertambahan penduduk yang relatif  besar terjadi di daerah perkotaan beserta 
kabupaten di sekitarnya. Hal ini adalah wajar,karena ekonomi masyarakat berpusat di 
daerah perkotaan. Daerah yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor kesempatan kerja yang lebih 
luas,melanjutkan pendidikan yang tinggi,sejumlah fasilitas yang lebih memadai 
khususnya di daerah perkotaan dan berbagai daya tarik lainnya. 
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Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2014 
 
Tahun 
Jumlah Penduduk Usia Produktif 
(Jiwa) 
2000 4.906.491 
2001 4.742.279 
2002 4.808.771 
2003 5.022.710 
2004 5.005.605 
2005 4.526.775 
2006 4.961.407 
2007 4.858.837 
2008 4.894.159 
2009 5.008.875 
2010 5.110.194 
2011 5.162.317 
2012 5.209.758 
2013 5.415.286 
2014 5.495.026 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
 
Dari tabel 4.7 dapat kita lihat jumlah penduduk usia produktif di provinsi 
Sulawesi Selatan dari tahun 2000-2014 mengalami fluktuasi dan cenderung 
meningkat. Hal ini disebabkan karena banyaknya perpindahan penduduk usia 
produktif dengan alasan pendidikan dan untuk mencari pekerjaan.  
6. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan  
Indikator penting untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
adalah dengan melihat data PDRB nya. Pendapatan nasional yang dapat di wujudkan 
dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto merupakan gambaran aktivitas 
perekonomian dalam suatu daerah. Pengukuran PDRB sangat diperlukan dalam 
64 
 
kebijakan makroekonomi. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menghadapi 
berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, 
hubungan antara kegiatan ekonomi dan pengangguran, serta ukuran faktor penentu 
inflasi. 
Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2014 
 
Tahun 
PDRB Harga Konstan 
(Rp) 
Laju Pertumbuhan 
(%) 
2000 28.258.970,00 - 
2001 29.735.720,00 5,23 
2002 30.948.818,00 4,08 
2003 32.627.380,00 5,42 
2004 34.345.080,00 5,26 
2005 36.424.018,00 6,05 
2006 38.867.679,00 6,71 
2007 41.332.426,00 6,34 
2008 44.549.825,00 7,78 
2009 47.314.024,00 6,2 
2010 51.197.036,00 8,21 
2011 55.093.740,00 7,61 
2012 59.718.500,00 8,39 
2013 64.284.430,00 7,65 
2014 69.150.761,00 7,57 
         Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
Dari tabel 4.8 Perkembangan PDRB menurut harga konstan 2000 di Sulawesi 
Selatan dari tahun 2000 sampai 2014 secara umum menunjukkan kenaikan dan 
kenaikan ini cukup bersifat stabil dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi 
yang diliat dari Perkembangan PDRB harga konstan tahun 2000 secara umum 
mengalami peningkatan tetapi pada beberapa tahun pertumbuhan ekonomi yang 
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diukur melalui PDRB harga konstan tahun 2000 mengalami penurunan pertumbuhan. 
Penurunan pertumbuhan yang paling terlihat adalah pada tahun 2002 dimana 
pertumbuhan ekonomi hanya 4,08%. Hal ini disebabkan karena melemahnya 
beberapa sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi. Seperti pembentukan modal, 
pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, restoran dan hotel, serta sektor 
angkutan dan komunikasi. 
 
C. Hasil Penelitian 
 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik (classical assumptions) adalah uji statistik untuk mengukur 
sejauhmana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model 
regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-
asumsi klasik yaitu multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas. 
Proses pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan bersamaan dengan 
proses uji regresi sehingga langkah-langkah menggunakan langkah kerja yang sama 
dengan uji regresi. 
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal.  
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Gambar 4.1 Grafik Histogram 
 
Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas 
 
  Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
 
Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, 
karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Dari gambar 4.2 
Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression Standardized 
Residual, terlihat bahwa titik–titik menyebar disekitar garis diagonal, serta 
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi  layak dipakai 
untuk memprediksi  jumlah pengangguran berdasarkan variabel bebasnya. 
67 
 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 
adanya korelasi antara variable independent. Model yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi antara yang tinggi diantara variable bebas. Torelance mengukur 
variabilitas variable bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variable 
bebas lainnya. Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, 
maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka 
dinyatakan terjadi gejalah multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang 
dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejalah 
multikolinieritas 
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
Inflasi ,644 1,553 
upah minimum ,103 9,691 
Investasi ,949 1,054 
jumlah penduduk ,245 4,076 
pertumbuhan ekonomi ,182 5,498 
         Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.9 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk 
masing-masing variable penelitian sebagai berikut : 
 Nilai VIF untuk variable inflasi sebesar 1,553 < 10 dan nilai toleransi sebesar 
0,644 > 0,10 sehingga variabel inflasi dinyatakan tidak terjadi gejala 
multikolinieritas. 
 Nilai VIF untuk variabel upah minimum sebesar 9,691 < 10 dan nilai toleransi 
sebesar 0,103 > 0,10 sehingga variabel upah minimum dinyatakan tidak 
terjadi multikolonieritas. 
 Nilai VIF untuk variabel investasi sebesar 1,054 < 10 dan nilai toleransi 
sebesar 0,949 > 0,10 sehingga variabel investasi dinyatakan tidak terjadi 
multikolonieritas. 
 Nilai VIF untuk variabel jumlah penduduk sebesar 4,076 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0,245 > 0,10 sehingga variabel jumlah penduduk dinyatakan 
tidak terjadi multikolonieritas. 
 Nilai VIF untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,498 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0,182 > 0,10 sehingga variabel pertumbuhan ekonomi 
dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota 
dari serangkaian observasi yang berderetan  waktu. Uji autokorelasi digunakan 
untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu 
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korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 
regresi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson. Dan hasil uji autokorelasi 
untuk penelitian ini dapat dilihat pada table uji Durbin Watson berikut : 
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi 
Model Summary
b
 
Mode
l 
Change Statistics Durbin-
Watson 
df1 df2 Sig. F 
Change 
1 5
a
 9 ,010 1,511 
      Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
Pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat nilai Durbin Watson untuk penelitian 
ini adalah sebesar 1.511 maka dapat di simpulkan bahwa penelitian ini bebas dari 
masalah autokorelasi. 
d. Uji Heteroksiditas 
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians 
berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar  berikut : 
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Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 
 
  Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak 
dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas 
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi  layak dipakai 
untuk memprediksi jumlah pengangguran berdasar masukan variabel 
independentnya. 
 
2. Analisis Regresi Berganda 
 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan 
antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat 
dari tabel hasil uji coefisient berdasarkan  output SPSS versi 21 terhadap kelima 
variabel independent yaitu inflasi, upah minimum, investasi, jumlah penduduk, dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut : 
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Tabel 4.11 Hasil Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                 
Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
 
Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas terlihat bahwa nilai konstanta    sebesar 
196,084 dan koefisien regresi β1-0,035, β20,886, β3-0,034, β4-12,600, β50,010. Nilai 
konstanta dan koefisien regresi (α, β1, β2, β3, β4, β5) ini dimasukkan dalam persamaan 
regresi linier berganda berikut ini ; 
LnY =                                        
sehingga persamaan regresinya menjadi sebagai berikut : 
Pengangguran = 196,084 – 0,035 Inf + 0,886 UMP – 0,034 Inv – 12,600 JP  
+ 0,010 PE + e. 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) 196,084 44,959 
 4,361 ,002 
Inflasi -,035 ,027 -,256 -1,283 ,231 
upah minimum ,886 ,388 1,138 2,282 ,048 
Investasi -,034 ,047 -,120 -,733 ,482 
jumlah penduduk -12,600 3,130 -1,302 -4,026 ,003 
pertumbuhan 
ekonomi 
,010 ,085 ,045 ,119 ,908 
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Dari persamaan regresi berganda diatas dapat dilihat sebagai berikut : 
a. Nilai Konstanta (α) 
Nilai konstanta sebesar 196,084 berarti jika Inflasi (X1), Upah Minimum 
(X2), Investasi (X3), Jumlah Penduduk (X4), dan Pertumbuhan Ekonomi (X5) 
nilainya 0 atau konstan maka jumlah Pengangguran (Y) nilainya sebesar 196,084. 
b. Inflasi (X1) 
Nilai konstanta regresi inflasi 0,035 menyatakan bahwa setiap peningkatan 
1% inflasi maka akan menyebabkan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebesar 0,035%. Dan sebaliknya jika inflasi menurun 1% maka 
akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi 
Selatan sebesar 0,035%. Arah hubungan antara inflasi dengan jumlah 
pengangguran adalah negatif (-), dimana peningkatan atau penurunan inflasi akan 
mengakibatkan penurunan atau peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
c.  Upah Minimum (X2) 
Nilai konstanta regresi UMP 0,886 menyatakan bahwa setiap peningkatan 
1% UMP maka akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebesar 0,886%. Dan sebaliknya jika UMP menurun 1% maka 
akan menyebabkan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
sebesar 0,886%. Arah hubungan antara UMP dengan jumlah pengangguran 
adalah searah (+), dimana kenaikan atau penurunan UMP akan mengakibatkan 
kenaikan dan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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d. Investasi (X3) 
Nilai konstanta regresi investasi 0,034 menyatakan bahwa setiap 
peningkatan 1% investasi maka akan menyebabkan penurunan jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,034%. Dan sebaliknya jika 
investasi berkurang 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,034%. Arah hubungan 
antara investasi dengan jumlah pengangguran adalah negatif (-), dimana kenaikan 
atau penurunan investasi akan mengakibatkan penurunan atau kenaikan jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
e. Jumlah Penduduk (X4) 
Nilai konstanta regresi jumlah penduduk 12,600 menyatakan bahwa setiap 
peningkatan 1% jumlah penduduk usia produktif  maka akan menyebabkan 
penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 12,600%. 
Dan sebaliknya jika jumlah penduduk usia produktif  berkurang 1% maka akan 
menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
sebesar 12,600%. Arah hubungan antara jumlah penduduk dengan jumlah 
pengangguran adalah negatif (-), dimana kenaikan atau penurunan jumlah 
penduduk akan mengakibatkan penurunan atau peningkatan jumlah pengangguran 
di Provinsi Sulawesi Selatan. 
f. Pertumbuhan Ekonomi (X5) 
Nilai konstanta regresi pertumbuhan ekonomi 0,010 menyatakan bahwa 
setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan 
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peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,010%. 
Dan sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi berkurang 1% maka akan 
menyebabkan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
sebesar 0,010%. Arah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 
pengangguran adalah positif (+), dimana kenaikan atau penurunan pertumbuhan 
ekonomi akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan jumlah pengangguran 
di Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Uji Hipotesis 
Selanjutnya dari persamaan regresi berganda dilakukan uji hipotesis dengan 
prosedur pengujiannya sebagai berikut : 
a. Analisis Korelasi (R) 
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi  
Model Summary
b
 
Mo
del 
R R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
Sig. F 
Change 
1 ,877
a
 ,769 ,641 ,28747 ,769 5,999 ,010 
Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau presentase 
dari variasi total variabel dependent yang mampu dijelaskan oleh model regresi. 
Dari tabel 4.12 diatas diperoleh R sebesar 0.877. Hal ini menunjukkan hubungan 
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korelasi positif yang sangat kuat serta eratnya  hubungan antara variabel  Y dan 
Variabel X. 
b. R-Square (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen. 
Dari hasil regresi pengaruh variabel inflasi, upah minimum, investasi, 
jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Sulawesi 
Selatan diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,769. 
Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) menjelaskan variasi 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 76,9%. Adapun sisanya 
variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 23,1%.  
c. Uji F 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk melihat kevalidasan 
model regresi yang digunakan. Dimana nilai F ratio dari koefisien regresi 
kemudian dibandingkan dengan niai F tabel. Dengan kriteria uji: 
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jika Fhitung  > Ftabel maka H0 ditolak 
jika Fhitung  < Ftabel maka H0 diterima 
dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Uji F digunakan untuk menguji 
signifikansi pengaruh inflasi, Upah Minimum, Investasi, Jumlah Penduduk, dan 
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014. 
Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan pengaruh variabel inflasi (X1), Upah 
Minimum (X2), Investasi (X3), Jumlah Penduduk (X4),  dan Pertumbuhan 
Ekonomi (X5),  terhadap Pengangguran (Y) dengan nilai Fhitung sebesar 5,999 
dengan signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari taraf signifikansi yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,010 < 0,05). Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian 
hipotesis diatas menolak H0 hal ini menunjukkan bahwa inflasi, Upah Minimum, 
Investasi, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh  terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014. 
d. Uji t 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Dengan menguunakan hipotesis : 
jika t-hitung  > t-tabel maka H0 ditolak 
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jika t-hitung  < t-tabel maka H0 diterima 
Pada tabel 4.11 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian parsial 
terhadap masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel 
dependennya dapat dianalisis sebagai berikut : 
Variabel inflasi, nilai t probabilitas (0,231) lebih besar dari taraf nyata 
sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai t negatif 
menunjukkan bahwa inflasi mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan 
jumlah pengangguran.  
Variabel upah minimum, nilai t probabilitas (0,048) lebih kecil dari taraf 
nyata sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat upah 
minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai t 
positif menunjukkan bahwa tingkat upah minimum mempunyai hubungan yang 
searah dengan jumlah pengangguran. 
Variabel investasi, nilai t probabilitas (0,482) lebih besar dari taraf nyata 
sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel investasi tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai t negatif 
menunjukkan bahwa investasi mempunyai hubungan yang berlawanan arah 
dengan jumlah pengangguran. 
Variabel jumlah penduduk, nilai t probabilitas (0.003) yang lebih kecil 
dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 
penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai t 
78 
 
negatif menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang 
berlawanan arah dengan jumlah pengangguran.  
Variabel pertumbuhan ekonomi, nilai t probabilitas (0,908) lebih besar 
dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah 
pengangguran. Nilai t positif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
mempunyai hubungan yang searah dengan jumlah pengangguran. 
 
D. Implikasi Hasil Penelitian 
 
 
1. Pengaruh Inflasi (X1) Terhadap Pengangguran (Y) 
Variabel inflasi tidak signifikan terhadap pengangguran dengan arah yang 
negatif. Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi karena kenaikan harga-harga 
komoditi yang ditujukkan pada kelompok pengeluaran seperti bahan makanan, 
kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, 
listrik, gas, dan lainnya. Komoditas lainnya yang menyumbang inflasi provinsi Sulsel 
seperti angkutan udara, bawang merah, telur ayam ras, dan lainnya. Tingginya 
permintaan pasar membuat stok produsen menurun. Untuk memenuhi permintaan 
pasar yang tinggi produsen melakukan penambahan faktor produksi sebagai usaha 
peningkatan kapasitas produksi. Akan tetapi perkembangan teknologi yang semakin 
canggih membuat produsen lebih memilih menggunakan mesin dalam produksinya 
agar produksinya bisa lebih efisien. Sehingga inflasi di Sulawesi Selatan mempunyai 
pengaruh yang lemah atau tidak signifikan terhadap pengangguran.  
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Secara teori hal ini pernah dijelaskan oleh AW Philips pada tahun 1958 
tentang hukum Philips. Dalam teori tersebut Philips menjelaskan bahwa adanya 
hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa 
inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan 
naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, 
kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk 
memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya 
dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang 
dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka 
dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmi Ratna Ningsih 
(2010) yang berjudul pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
pengangguran di Indonesia periode tahun 1988-2008 di mana variabel Inflasi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Dalam skripsinya 
tersebut, ia menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan inflasi tidak mempengaruhi 
tingkat pengangguran Indonesia diantaranya adalah kebijaksanaan pembangunan 
yang dilakukan pemerintah orde baru bertumpu kepada apa yang disebut trilogi 
pembangunan yaitu tercapainya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan 
dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya diupayakan dengan 
kebijaksanaan moneter yang bertujuan untuk mendukung terciptanya kestabilan harga 
dalam perekonomian dan pengendalian jumlah uang beredar. Sementara itu 
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terciptanya perluasan tenaga kerja telah diupayakan terutama melalui peningkatan 
dan pemerataan pembangunan. Dengan kebijaksanaan tersebut maka inflasi dapat 
ditekan di bawah dua digit.
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Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yeni Dharmayanti (2011) yang berjudul analisis pengaruh pdrb, upah dan inflasi 
terhadap pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah tahun 1991-2009 dimana 
variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.
50
 
 
2. Pengaruh Upah Minimum (X2) Terhadap Pengangguran (Y) 
 
Variabel UMP berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran  dengan 
arah yang positif. Hal ini bisa terjadi karena pada kenyataannya masih terdapat 
beberapa perusahaan yang tidak mengikuti kebijakan upah minimum provinsi. 
Dengan kata lain masih terdapat perusahaan yang memberikan upah kepada pekerja 
di bawah upah minimum yang telah ditetapkan.  
Menurut Arfida (2003) naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya 
produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang 
yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat 
apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak 
lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang 
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yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya 
target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. 
Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala 
produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale-effect. Selain itu, kenaikan 
upah membuat pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk 
proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan 
kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan 
penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau 
substitution-effect.
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid Alghofari (2010) 
yang berjudul Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007 di mana 
variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran.
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Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Agustina Mustika CD (2010) tentang Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-
Faktor yang Mempengaruhinya di Kota Semarang. Di mana variabel upah 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
53
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3. Pengaruh Investasi (X3) Terhadap Pengangguran (Y) 
 
Variabel investasi tidak signifikan terhadap pengangguran dengan arah yang 
negatif. Menurut Harrod-Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, 
tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu 
faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Investasi memainkan 
peran penting dalam menggerakkan ekonomi karena dengan pembentukan modal 
dapat membentuk kapasitas produksi maupun menciptakan lapangan kerja baru 
sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya pembentukan 
lapangan pekerjaan baru secara tidak langsung investasi mengurangi jumlah 
pengangguran.  
Hanya saja, sekarang investasi banyak bergerak di sektor jasa dan sektor padat 
modal, sehingga peningkatan investasi tidak dapat menekan angka pengangguran. 
Selain itu, investasi yang bersumber dari pemerintah lebih berorientasi pada 
pembangunan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riswandi (2011) yang 
berjudul faktor yang mempengaruhi pengangguran di sumatera barat pasca krisis 
ekonomi pada tahun 2000-2010 di mana variabel investasi swasta tidak signifikan 
terhadap pengangguran dengan arah yang negatif. Hal tersebut disebabkan proporsi 
investasi swasta yang tidak begitu besar di Sumatera Barat yang mana secara 
keseluruhan mengalami penurunan tingkat investasi yang salah satu penyebabnya 
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adalah terjadinya krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi di Indonesia secara 
umum.
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Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artriyan Syahnur 
Tirta (2013) yang berjudul analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan 
investasi terhadap pengangguran di provinsi Jawa Tengah. Di mana variabel investasi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
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4. Pengaruh Jumlah Penduduk (X4) Terhadap Pengangguran (Y) 
 
Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 
dengan arah yang negatif. Jumlah penduduk yang besar bagi suatu wilayah atau 
Negara juga bisa disebut sebagai pemacu pembangunan (positif), yaitu sebagai pasar 
yang potensial bagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat itu sendiri, 
sumber tenaga kerja murah yang sangat diperlukan bagi proses pembangunan dan 
dapat meningkatkan produksi karena dengan semakin banyaknya orang-orang yang 
berkarya. Khususnya Penduduk yang produktif akan membantu dalam kelancaran 
segi perekonomian dan pembangunan dalam satu wilayah, karena penduduk tersebut 
memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang rutin. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayudha Lindiarta 
(2014) yang berjudul analisis pengaruh tingkat upah minimum, inflasi, dan jumlah 
                                                          
54
 Riswandi, Faktor  yang Mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Barat Pasca Krisis 
Ekonomi Pada Tahun 2000-2010,  Padang: Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas (Skripsi, 2011) h. 
13. 
55
 Atrian Syahnur Tirta, Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi 
Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, Semarang: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang (Skripsi, 2013) h. 60. 
84 
 
penduduk terhadap pengangguran di kota malang (1996 – 2013) di mana variabel 
jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
56
 
Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid Alghofari 
(2010) yang berjudul Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007 
di mana variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran.
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5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X5) Terhadap Pengangguran (Y) 
 
Variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap pengangguran 
dengan arah positif. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif 
dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas 
produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, 
di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang 
meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada 
padat karya. Menurut Trimurti dan Komalasari (2014) pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran karena pencapaian stabilitas 
ekonomi makro tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja yang sangat 
dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kembar Sari 
(2012) dengan judul analisis pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, 
dan upah terhadap pengangguran terdidik di sumatera barat. Di mana variabel 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
pengangguran terdidik.
58
 
Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artriyan Syahnur 
Tirta (2013) yang berjudul analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan 
investasi terhadap pengangguran di provinsi Jawa Tengah. Di mana variabel 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai koefisien 0,035 dan 
nilai signifikansi inflasi sebesar 0,231 dinyatakan lebih besar dari taraf 
kepercayaan 0,05 (0,231 > 0,05).  
2. Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai koefisien 0,886 dan 
nilai signifikansi upah minimum sebesar 0,048 dinyatakan lebih kecil dari 
taraf kepercayaan 0,05 (0,048 < 0,05). 
3. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai koefisien 0,034 dan 
nilai signifikansi investasi sebesar 0,482 dinyatakan lebih besar dari taraf 
kepercayaan 0,05 (0,482 > 0,05). 
4. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran 
di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai koefisien 12,600 
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dan nilai signifikansi jumlah penduduk sebesar 0,003 dinyatakan lebih kecil 
dari taraf kepercayaan 0,05 (0,003 < 0,05). 
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai 
koefisien 0,010 dan nilai signifikansi sebesar 0,908 dinyatakan lebih besar 
dari taraf kepercayaan 0,05 (0,908 > 0,05). 
 
B. Saran 
 
 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu: 
1. Peranan pemerintah untuk mengendalikan terjadinya inflasi diharapan dapat 
meningkatkan kemampuan dalam proses penyerapan tenaga kerja. Hal 
tersebut dikarenakan dengan terkendalinya inflasi maka sektor-sektor usaha 
dalam penyerapan tenaga kerja dapat mengalami peningkatan. 
2. Dari segi upah minimum yang ditetapkan pemerintah, diharapkan dapat 
diterapkan secara nyata. Hal ini tentu saja perlu ada pengawasan dalam 
pelaksanaannya baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat 
(perusahaan/pemberi upah). Diharapkan dari kebijakan upah yang dikeluarkan 
ini tidak menurunkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja tanpa harus 
mengurangi penyerapan tenaga kerja sebagai konsekuensi dari penetapan 
upah yang tinggi. 
3. Dari segi tingkat investasi, sebaiknya dilakukan evaluasi ulang mengenai 
prosedur administrasi penanaman modal. Prosedur yang diharapkan tidak 
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berbelit-belit dan birokratis, sehingga para investor lebih mudah dalam 
administrasi penanaman modalnya. Keamanan berinvestasi baik ditinjau dari 
pihak masyarakat maupun pemerintah di daerah juga menjadi penentu mau 
atau tidaknya investor melakukan investasi. Menjaga isu-isu tentang daerah 
baik isu social, ekonomi maupun politik yang akan mempengaruhi 
perkembangan investasi di daerah tersebut. 
4.  Diharapkan pihak pemerintah dapat mempertahankan serta meningkatkan 
mutu dari Jumlah penduduk, karena variabel Jumlah penduduk mempunyai 
pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi Pengangguran, diantaranya 
yaitu dengan cara menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 
untuk pencari kerja, sehingga Pengangguran akan menurun. 
5. Dari segi Pertumbuhan Ekonomi, penanaman modal disektor industri 
hendaknya bersifat padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya 
manusia yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariatif dan dapat 
dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja, maka selain akan meningkatkan 
pendapatan daerah juga akan berdampak pada pengurangan jumlah 
pengangguran. 
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Tahun 
Jumlah Pengangguran 
(Jiwa) LN 
Inflasi (%) 
2000 83.004 11,32664408 9,73 
2001 113.345 11,63819154 11,77 
2002 214.632 12,27668021 8,25 
2003 214.863 12,27775589 3,01 
2004 235.684 12,3702472 6,48 
2005 576.947 13,26550569 15,2 
2006 370.308 12,82209037 7,21 
2007 372.714 12,82856665 5,71 
2008 311.768 12,6500146 11,79 
2009 314.664 12,65926068 3,39 
2010 298.952 12,6080383 6,56 
2011 236.926 12,37550314 2,86 
2012 208.983 12,25000819 4,41 
2013 176.912 12,08340771 6,24 
2014 188.765 12,14825813 8,61 
 
 
Tahun UMP (Rp) LN 
2000 200.000 12,20607265 
2001 300.000 12,61153775 
2002 375.000 12,8346813 
2003 415.000 12,9360338 
2004 455.000 13,0280527 
2005 510.000 13,142166 
2006 612.000 13,32448756 
2007 673.200 13,41979774 
2008 740.520 13,51510792 
2009 905.000 13,71569022 
2010 1.000.000 13,81551056 
2011 1.100.000 13,91082074 
2012 1.200.000 13,99783211 
2013 1.440.000 14,18015367 
2014 1.800.000 14,40329722 
 
 
PMDN PMA PMDN + PMA LN 
29.981.733.590.000 27.804.490.000 30.009.538.080.000 31,03253638 
16.794.029.000.000 179.764.000.000 16.973.793.000.000 30,46269168 
146.059.750.000.000 3.422.804.160.000 149.482.554.160.000 32,63820081 
487.273.700.000 427.853.267.000 915.126.967.000 27,54232865 
767.121.750.000 2.453.025.856.340 3.220.147.606.340 28,80044831 
876.071.000.000 23.238.120.000 899.309.120.000 27,52489266 
2.362.637.240.000 6.133.284.300.000 8.495.921.540.000 29,77060735 
244.670.640.000.000 1.332.137.364.530 246.002.777.364.530 33,13636394 
121.399.912.000.000 6.696.472.500.000 128.096.384.500.000 32,4838041 
4.461.424.727.000 1.026.221.810.200 5.487.646.537.200 29,3335206 
3.212.298.236.266 3.972.188.959.875 7.184.487.196.141 29,60294526 
3.986.302.703.368 805.227.252.714 4.791.529.956.082 29,19787088 
2.318.863.400.000 5.289.238.463.390 7.608.101.863.390 29,66023483 
921.017.400.000 4.459.770.288.230 5.380.787.688.230 29,31385589 
4.949.542.500.000 3.417.677.677.500 8.367.220.177.500 29,75534283 
 
 
Tahun 
Jumlah Penduduk Usia Produktif 
(Jiwa) 
LN 
2000 4.906.491 15,40606958 
2001 4.742.279 15,37202838 
2002 4.808.771 15,3859521 
2003 5.022.710 15,42948019 
2004 5.005.605 15,42606884 
2005 4.526.775 15,32552032 
2006 4.961.407 15,41719993 
2007 4.858.837 15,39630967 
2008 4.894.159 15,40355301 
2009 5.008.875 15,4267219 
2010 5.110.194 15,44674793 
2011 5.162.317 15,45689607 
2012 5.209.758 15,46604396 
2013 5.415.286 15,50473625 
2014 5.495.026 15,51935388 
 
 
Tahun 
PDRB Harga Konstan 
(Rp) 
Laju Pertumbuhan (%) 
2000 28.258.970,00 0 
2001 29.735.720,00 5,23 
2002 30.948.818,00 4,08 
2003 32.627.380,00 5,42 
2004 34.345.080,00 5,26 
2005 36.424.018,00 6,05 
2006 38.867.679,00 6,71 
2007 41.332.426,00 6,34 
2008 44.549.825,00 7,78 
2009 47.314.024,00 6,2 
2010 51.197.036,00 8,21 
2011 55.093.740,00 7,61 
2012 59.718.500,00 8,39 
2013 64.284.430,00 7,65 
2014 69.150.761,00 7,57 
 
Regression 
 
[DataSet0]  
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
pengangguran 12,3720 ,47976 15 
inflasi 7,4147 3,56085 15 
upah minimum 13,4027 ,61597 15 
investasi 30,0170 1,68589 15 
jumlah penduduk 15,4255 ,04956 15 
pertumbuhan ekonomi 6,1667 2,12053 15 
 
 
 
 
 Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
pertumbuhan ekonomi, 
investasi, inflasi, jumlah 
penduduk, upah 
minimum
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
1 ,877
a
 ,769 ,641 ,28747 ,769 5,999 
 
 
Model Summary
b
 
Model Change Statistics Durbin-Watson 
df1 df2 Sig. F Change 
1 5
a
 9 ,010 1,511 
 
a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, jumlah penduduk, upah minimum 
b. Dependent Variable: pengangguran 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2,479 5 ,496 5,999 ,010
b
 
Residual ,744 9 ,083   
Total 3,222 14    
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
b. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, jumlah penduduk, upah 
minimum 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 196,084 44,959  4,361 ,002 
inflasi -,035 ,027 -,256 -1,283 ,231 
upah minimum ,886 ,388 1,138 2,282 ,048 
investasi -,034 ,047 -,120 -,733 ,482 
jumlah penduduk -12,600 3,130 -1,302 -4,026 ,003 
pertumbuhan 
ekonomi 
,010 ,085 ,045 ,119 ,908 
 
Coefficients
a
 
Model Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant)      
inflasi ,045 -,393 -,206 ,644 1,553 
upah minimum ,331 ,605 ,365 ,103 9,691 
investasi -,143 -,237 -,117 ,949 1,054 
jumlah penduduk -,279 -,802 -,645 ,245 4,076 
pertumbuhan 
ekonomi 
,531 ,040 ,019 ,182 5,498 
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
 
 
 
 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) inflasi upah 
minimum 
1 
1 5,753 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,183 5,609 ,00 ,46 ,00 
3 ,062 9,664 ,00 ,22 ,00 
4 ,002 52,576 ,00 ,01 ,01 
5 ,000 137,027 ,00 ,07 ,45 
6 1,263E-006 2133,976 1,00 ,23 ,54 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Variance Proportions 
investasi jumlah penduduk pertumbuhan 
ekonomi 
1 
1 ,00 ,00 ,00 
2 ,00 ,00 ,02 
3 ,00 ,00 ,17 
4 ,97 ,00 ,04 
5 ,02 ,00 ,48 
6 ,01 1,00 ,28 
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
N 
Predicted Value 11,3795 13,2166 12,3720 ,42077 15 
Std. Predicted Value -2,359 2,007 ,000 1,000 15 
Standard Error of Predicted 
Value 
,096 ,277 ,175 ,052 15 
Adjusted Predicted Value 11,5584 12,9025 12,3400 ,35257 15 
Residual -,53166 ,39365 ,00000 ,23049 15 
Std. Residual -1,849 1,369 ,000 ,802 15 
Stud. Residual -2,392 1,453 ,017 ,984 15 
Deleted Residual -,88964 ,69927 ,03201 ,39224 15 
Stud. Deleted Residual -3,738 1,565 -,071 1,252 15 
Mahal. Distance ,627 12,088 4,667 3,279 15 
Cook's Distance ,002 ,917 ,141 ,266 15 
Centered Leverage Value ,045 ,863 ,333 ,234 15 
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
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ABSTRAK 
 
Nama   :  Rahmawati  
Nim  :  10700112175 
Judul Skripsi  :  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran 
                                       di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di 
provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian adalah penelitian kuantitatif  dengan 
menggunakan data sekunder tahun 2000-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) dan alat yang 
dipakai untuk mengelola data adalah SPSS 21. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara simultan variabel inflasi, upah 
minimum, investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
signifikan terhadap pengangguran di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan secara 
parsial upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, 
jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. 
Sedangkan  variabel inflasi dan investasi tidak signifikan terhadap pengangguran 
dengan arah yang negatif, dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap 
pengangguran dengan arah yang positif.  
Kata kunci: Pengangguran, Inflasi, Upah Minimum, Investasi, Jumlah Penduduk,   
        Pertumbuhan Ekonomi. 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak lepas dari  masalah 
pengangguran. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi 
manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan 
orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan 
psikologis.
1
 Selain itu, pengangguran menyebabkan terjadinya ketimpangan atau 
kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat dalam negara 
tersebut. 
Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 
angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
2
 
Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan 
kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja yang cukup luas serta 
penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil persentasenya, hal ini disebabkan 
rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga 
kerja yang siap bekerja. Selain itu, pengangguran juga bisa terjadi meskipun 
kesempatan kerja tinggi akan tetapi informasi yang terbatas dan ketidaksesuaian 
                                                          
1Gregory Mankiw, Makroekonomi Edisi Keenam, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006), h. 154. 
2Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 14.  
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keahlian yang tersedia dengan yang dibutuhkan dalam pasar tenaga kerja.
3
 Oleh 
karena itu, perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah 
oleh orang yang menganggur dalam mencari sebuah pekerjaan atau dengan memulai 
suatu usaha yang dapat mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik.  
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ra’d/13:11 
 ... مِهُِسفَنِأب اَم ۟اوُرِّيَُغي ٰىَّتَح ٍمَْىِقب اَم ُرِّيَُغي َلَ َ َّللَّٱ َِّنإ ... 
Terjemahnya : 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
4
 
 
Berdasarkan ayat di atas telah disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah 
keadaan seseorang jika orang tersebut tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya 
sendiri ke arah yang lebih baik. Berusaha mencari pekerjaan yang halal, karena 
dengan bekerja akan ada upah atau penghasilan yang akan diperoleh sehingga bisa 
memenuhi kebutuhan keluarganya dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat 
menekan angka pengangguran.  
Selain karena tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak 
sebanding dengan penyerapan tenaga kerja, pengangguran juga dapat disebabkan oleh 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena  perusahaan 
menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan 
                                                          
3Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2, (Jakarta: Penerbit 
Mitra Wacana Media, 2010), h. 4. 
4Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Mekar Surabaya:2004), h.337. 
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yang kurang kondusif, dan lain-lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan saling 
berkaitan dengan ketiadaan pendapatan yang menyebabkan para penganggur harus 
mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu, dapat mengganggu taraf 
kesehatan keluarga. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk, 
kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada 
kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka 
panjang.
5
 
Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang  
pertumbuhan penduduknya cenderung meningkat, apabila hal ini tidak diiringi 
dengan penciptaan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Hal ini 
membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi 
pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat seperti sandang, 
pangan, prasarana kesehatan, pendidikan dan juga dalam hal penyediaan lapangan 
kerja, sehingga dituntut peranan pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar. 
Seperti peningkatan kualitas angkatan kerja yang berkemampuan dalam 
memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK serta pelatihan keterampilan 
dan wawasan sehingga mampu mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang 
dibutuhkan agar jumlah pengangguran dapat berkurang. 
Manusia harus bekerja atau melakukan aktivitas ekonomi dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada jumlah lapangan 
                                                          
5
Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2002),  h. 15.  
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pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja yang ada. Akibat dari 
banyaknya penawaran tenaga kerja, akan banyak terjadi pengangguran karena jumlah 
tenaga kerja yang tersedia tidak termanfaatkan. Berikut adalah data pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
Tabel 1.1 Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2014 
           
Tahun 
Jumlah Pengangguran 
(jiwa) 
Pertumbuhan 
(%) 
2000 83.004 - 
2001 113.345 36,55% 
2002 214.632 89,36% 
2003 214.863 0,10% 
2004 235.684 9,69% 
2005 576.947 144,79% 
2006 370.308 -35,82% 
2007 372.714 0,65% 
2008 311.768 -16,35% 
2009 314.664 0,93% 
2010 298.952 -4,99% 
2011 236.926 -20,75% 
2012 208.983 -11,79% 
2013 176.912 -15,35% 
2014 188.765 6,69% 
       Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat jumlah pengangguran di Sulawesi 
Selatan pada tahun 2000 sampai 2014. Dari tabel tersebut dapat kita lihat jumlah 
pengangguran yang paling tinggi yaitu pada tahun 2005 sebesar 576.947 jiwa. 
Peningkatan jumlah pengangguran yang drastis pada tahun 2005 disebabkan karena 
adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan harga Bahan Baku Minyak. Harga 
5 
 
Bahan Baku Minyak merupakan salah satu unsur bahan pokok yang mempengaruhi 
aspek kehidupan sehingga kenaikan bahan baku minyak ini mendorong kenaikan 
biaya produksi bagi perusahaan yang berujung pada kenaikan harga barang di pasar. 
Kemudian pada tahun 2006 jumlah pengangguran mengalami penurunan. Pada tahun 
2007 dan 2009 jumlah pengangguran kembali meningkat sebesar 0,65% pada tahun 
2007 dan 0,93% pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2010 jumlah 
pengangguran mengalami penurunan secara terus menerus sampai pada tahun 2013 
dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 6,69% dengan jumlah 
pengangguran sebesar 188.765 jiwa.  
Adapun indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi jumlah 
pengangguran antara lain tingkat inflasi, besaran upah yang berlaku, investasi, jumlah 
penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan 
harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Masalah inflasi sangat erat 
kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja. Dengan naiknya harga-harga 
disemua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi 
biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau 
tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari.
6
  
Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan adalah 
masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada 
tingkat pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru 
                                                          
6
Farid Alghofari, analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007, Semarang: 
Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro (Skripsi,2010), h. 23. 
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jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat 
disediakan setiap tahunnya. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima 
oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.
7
 
Penetapan upah minimum pada suatu daerah akan berdampak pada pekerja, 
upah minimum akan meningkatkan upah mereka di atas tingkat keseimbangannya. 
Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang 
akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas 
kerja. Tapi, bagi pengusaha yang menganggap upah merupakan biaya, kenaikan ini 
menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan 
kepada pekerja dengan tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Sehingga dengan adanya kenaikan upah minimum ini, pengusaha cenderung 
mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi. Hal ini 
akan memperbanyak jumlah pengangguran di tanah air.
8
 
Dilihat dari sisi investasi yang akan mendorong terciptanya barang modal 
baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja 
baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan 
mengurangi pengangguran. Dan dilihat  dari sisi jumlah penduduk yang semakin 
meningkat akan berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga apabila 
                                                          
7
Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h. 129. 
8 Dumairy, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), h.81. 
 
7 
 
tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, maka hal ini akan 
menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. 
Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat 
pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, 
diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran 
yang ada.   
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dari itu dalam 
penelitian ini, penulis tertarik memilih judul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014”.  
 
B. Rumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan dari latar belakang dan uraian yang telah diterangkan di atas, 
maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi 
Selatan? 
2. Bagaimanakah pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
3. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
4. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan? 
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5. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan? 
 
C. Penelitian Terdahulu 
 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Farid Alghofari (2010) tentang Analisis 
Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007 bertujuan untuk menganalisis 
hubungan jumlah penduduk, tingkat inflasi, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi 
terhadap jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 1980-2007. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik 
deskriptif, yaitu mendeskripsikan data dan grafik yang tersaji dan analisis korelasi 
untuk mengetahui besarnya tingkat hubungan antar variabel. Berdasarkan analisis 
yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk, besaran upah, dan 
pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap 
jumlah pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk 
dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan 
kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan 
lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap 
jumlah pengangguran.
9
 
Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Juita Rachim (2013) tentang Analisis 
Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan 
                                                          
9
Farid Alghofari, analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007, Semarang: 
Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro (Skripsi,2010),h. 7. 
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Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sulawesi Selatan 
Periode 1996-2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis 
seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah, investasi 
swasta dan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi 
Selatan periode 1996-2010. Berdasarkan perhitungan model regresi berganda dengan 
menggunakan Eviews 5.1, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi 
swasta berpengaruh negatif dan signifikan, jumlah penduduk berpengaruh negatif 
namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. 
Sedangkan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran terbuka di Sulawesi selatan Periode 1996-2010.
10
 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustina Mustika CD (2010) tentang 
Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kota 
Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Semarang. Berdasarkan 
perhitungan analisis regresi berganda didapatkan hasil bahwa variabel upah 
berhubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, inflasi 
berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, PDRB 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, tingkat 
kesempatan kerja berhubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran 
                                                          
10Rizka Juita Rachim, analisis pengaruh upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah, investasi 
swasta dan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di provinsi Sulawesi Selatan periode 1996-2010, 
Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin (skripsi, 2013), h. xi. 
10 
 
sedangkan variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap tingkat pengangguran.
11
 
Penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti telah memaparkan faktor-
faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran. Dan dalam penelitian ini penulis 
akan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dengan cara menggabungkan 
beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya yang mempengaruhi jumlah 
pengangguran. Di mana dalam penelitian ini akan mengambil beberapa variabel yang 
telah diteliti kemudian menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 
pengangguran menjadi satu penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi 
perbedaan penelitian ini yaitu dengan menggabungkan faktor inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi jumlah 
pengangguran.  
 
D. Tujuan Penelitian 
 
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
                                                          
11Agustina Mustika CD, analisis tingkat pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di kota 
semarang, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro (Skripsi, 2010), h. 6. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
 
 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan ekonomi khususnya 
dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan 
penanggulangan masalah pengangguran. 
2. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian-
penelitian selanjutnya yang topiknya berkaitan dengan penelitian ini. 
12 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Konsep Pengangguran  
 
1. Pengertian Pengangguran 
Pengangguran atau orang yang menganggur adalah orang yang tidak 
mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan pada usia kerja.
12
 
Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan 
penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya.
13
 Sedangkan Samuelson dalam bukunya 
menyebutkan bahwa yang tergolong sebagai pengangguran adalah orang-orang yang 
tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi sedang dalam usaha mencari pekerjaan.
14
 
Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak 
tergolong sebagai penganggur. Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara 
biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (unemployment rate), 
yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja
15
, 
atau : 
Tingkat Pengangguran = 
         n  n  u 
              
 × 100% 
                                                          
12
 Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2, (Jakarta: 
Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), h.142-143.  
13
 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 19. 
14
 Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h.291. 
15
 Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000),  h.35. 
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Secara umum yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang 
yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari 
pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan 
yang diinginkannya.  
 
2. Jenis-Jenis Pengangguran 
Dilihat dari penyebab timbulnya, pengangguran dibedakan menjadi 3 jenis, 
yaitu : 
1. Pengangguran friksional, adalah jenis penggangguran yang timbul karena 
berpindahnya orang- orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu 
pekerjaan ke pekerjaan lain, atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan 
yang berbeda. Terdapat tiga golongan penganggur yang dapat diklasifikasikan 
sebagai pengangguran fraksional yaitu : 
a) Tenaga kerja yang baru pertama sekali mencari kerja. Setiap tahun terdapat 
golongan penduduk yang mencapai usia yang tergolong sebagai angkatan 
kerja. disamping itu pelajar dan sarjana yang baru menyelesaikan pelajarannya 
juga akan aktif mencari kerja. 
b) Pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru. Pada ketika 
perekonomian mencapai tingkat kegiatan yang sangat tinggi terdapat 
perusahaan yang mendapat masalah untuk mendapat pekerja. Ini akan 
mendorong orang- orang yang sedang bekerja untuk meninggalkan 
14 
 
pekerjaannya, untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pribadinya 
atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. 
c) Pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh. Terdapat golongan pekerja dahulu 
telah bekerja tetapi meninggalkan angkatan kerja, memutuskan untuk bekerja 
kembali.
16
 
2. Pengangguran struktural, yaitu jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat 
adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan 
terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. 
Ketidakseimbangan di dalam pasar tenaga kerja yang terjadi antara lain karena 
adanya peningkatan permintaan atas satu jenis pekerjaan, sementara jenis 
pekerjaan lainnya permintaannya mengalami penurunan, dan penawaran itu 
sendiri tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap penyusuaian 
tersebut.
17
 Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya 
pengangguran struktural adalah: 
a) Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin maju 
membuat Fungsi tenaga kerja yang di gantikan oleh teknologi atau alat 
sehingga banyak pekerja yang tidak dipekerjakan setelahnya. 
b) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau 
daerah lain. Persaingan dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk 
                                                          
16
 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 
2002), h.296. 
17
 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makroekonomi Edisi Keempatbelas, (Jakarta: Penerbit 
Erlangga, 1992), h. 292. 
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yang lebih baik dan lebih ekonomis sehingga membuat permintaan barang 
lokal menurun, industri lokal yang tidak sanggup untuk bersaing terpaksa 
akan bangkrut dan menyebabkan bertambahnya pengangguran. 
c) Kemunduran Perkembangan Ekonomi suatu kawasan sebagai akibat 
daripertumbuhan yang pesat di daerah lain. 
3. Pengangguran konjungtur, yaitu jenis pengangguran yang terjadi sebagai 
akibat merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya 
permintaan agregat didalam perekonomian dibandingkan  penawaran agregat.
18
 
Menurut Sadono Sukirno, pengangguran di negara-negara sedang berkembang 
terbagi menjadi : 
1. Pengangguran terbuka yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan 
pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya 
dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat 
memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai 
akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang 
mengurangi penggunaan tenaga kerja. 
2. Pengangguran tersembunyi yaitu terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. 
Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja 
dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya 
diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. 
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 Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2, (Jakarta: 
Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), h.143. 
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Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran 
tersembunyi.  
3. Pengangguran musiman terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan, 
yang disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang 
sifatnya berkala.  
4. Setengah menganggur (underemployed) terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja 
secara optimum.
19
 
Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa 
alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya 
waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya 
kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya 
kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah 
efisiensi.
20
 
 
3. Dampak Pengangguran 
 
Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa 
dampak atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan 
masyarakat. 
1. Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian  
                                                          
19
 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Pengantar Teori Edisi Ketiga, (PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 330. 
20
 Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi Edisi Keempat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h.127. 
17 
 
Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dapat 
dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
mantap dan berkelanjutan (sustained economic growth). Tingkat pengangguran yang 
relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat 
dilihat jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh 
masalah pengangguran. Akibat- akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian 
adalah : 
Pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat 
memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran 
menyebabkan output aktual (actual output) yang dicapai lebih rendah dari atau berada 
dibawah output potensial (potential output). Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran 
masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin akan 
dicapainya. 
Kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) 
pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat 
kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang 
mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian, tingkat 
pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam 
menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.  
Ketiga, pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak akan 
menggalakkan pertumbuhan ekonomi. pengangguran menimbulkan dua akibat buruk 
kepada kegiatan sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja biasanya akan 
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diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin- mesin perusahaan. Keadaaan ini jelas 
tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa akan datang. 
Kedua, pengangguran yang timbul sebagai akibat dari kelesuan kegiatan perusahaan 
menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi  
keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan 
menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa akan datang. 
2. Dampak Pengangguran Terhadap Individu dan Masyarakat  
Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, 
pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap 
individu dan masyarakat, sebagai berikut : 
Pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan 
pendapatan. Di negara-negara maju, para penganggur memperoleh tunjangan 
(bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, mereka 
masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya. Sebaliknya di negara 
– negara berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan karenanya 
hidup penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman. Keadaan ini 
potensial bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak 
harmonis. 
Kedua, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya 
keterampilan. Keterampilan dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat 
dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran 
dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan skill pekerja semakin merosot. 
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Ketiga, pengangguran dapat pula menimbulkan ketidakstabilan sosial dan 
politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat 
menimbulkan rasa yang tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. 
Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer di mata masyarakat, dan 
berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya hal 
itu disertai pula dengan tindakan demonstrasi dan huru-hara. Kegiatan-kegiatan 
kriminal seperti pencurian dan perampokan dan lain sebagainya akan semakin 
meningkat.
21
 
 
B. Konsep Inflasi 
 
 
1. Pengertian Inflasi 
Defenisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat  kita temukan pada 
literatur ekonomi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus 
menerus.
22
 Menurut Sadono Sukirno inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.
23
 Sedangkan menurut 
Samuelson, inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum.
24
 Untuk 
mengetahui besarnya inflasi yang terjadi dalam suatu negara, maka digunakan tingkat 
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 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Pengantar Teori Edisi Ketiga, (PT 
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22
 Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, Pengantar Ekonomi Makro Edisi 2, (Jakarta: 
Penerbit Mitra Wacana Media, 2010), h.133. 
23
 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi Pengantar Teori Edisi Ketiga, (PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012),  h.15. 
24
 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makroekonomi Edisi Keempatbelas, (Jakarta: 
Penerbit Erlangga, 1992), h. 306. 
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inflasi. Tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode 
waktu tertentu. 
 
2. Teori Inflasi 
Terdapat tiga teori utama yang menerangkan tentang inflasi, yaitu : 
1. Teori kuantitas. Berdasarkan teori ini, persentase kenaikan harga hanya akan 
sebanding dengan kenaikan jumlah uang beredar atau sirkulasi uang, tapi 
tidak terhadap jumlah produksi nasional.  
2. Teori Keynes yang mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat 
hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti bagaimana 
perebutan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan 
agregat yang lebih besar dari pada jumlah barang yang tersedia yaitu bila 
I>S. 
3. Teori strukturalis atau teori inflasi jangka panjang. Teori ini menyoroti sebab-
sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya 
ketegaran suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-
sebab struktural pertambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat 
dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga 
bahan makanan. Terdapat kenyataan lain bahwa kenaikan harga-harga secara 
terus menerus yang menyebabkan inflasi dapat juga dikarenakan naiknya 
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nilai tukar mata uang luar negeri secara signifikan terhadap mata uang dalam 
negeri.
25
 
 
3. Jenis-Jenis Inflasi 
a. Menurut sifatnya 
Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 4, yaitu : 
 Inflasi merayap/rendah (creeping inflation), yaitu inflasi yang 
besarnya kurang dari 10% pertahun. 
 Inflasi menengah (galloping inflation), besarnya antara 10-30% 
pertahun.  
 Inflasi berat (high inflation), inflasi yang besarnya 30-100% pertahun. 
 Inflasi sangat tinggi (hyper inflation), yaitu inflasi yang ditandai oleh 
naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).  
b. Berdasarkan sebabnya 
 Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation), Inflasi ini timbul 
sebagai akibat dari pada meningkatnya permintaan agregat. Inflasi ini 
terjadi karena banyaknya peredaran uang yang berhadapan dengan 
terbatasnya barang-barang yang dihasilkan dalam keadaan full 
employment. Dan apabila terlalu banyak permintaan atas barang yang 
terlalu sedikit maka harga akan melonjak tajam. 
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 Inflasi desakan biaya (cost push inflation), Inflasi dorongan biaya atau 
sering disebut inflasi sisi penawaran atau inflasi karena guncangan 
penawaran (supply-shock inflation). Inflasi yang timbul karena 
berkurangnya penawaran agregat. Inflasi ini terjadi jika biaya-biaya 
mendesak harga-harga naik pada periode di mana sumber daya tidak 
dipergunakan secara penuh. 
c. Berdasarkan asalnya 
 Domestic Inflation. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestik). 
Kenaikan harga disebabkan karena adanya kejutan (shock) dari dalam 
negeri baik karena perilaku masyarakat maupun perilaku pemerintah 
dalam mengeluarkan kebijakan- kebijakan psikologis yang berdampak 
inflatoar.  Kenaikan harga- harga terjadi secara absolut akibatnya 
terjadilah inflasi atau semakin meningkatnya angka (laju)  inflasi. 
 Import Inflation. Inflasi yang terjadi dalam negeri karena adanya 
pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. kenaikan harga dalam negeri 
terjadi karena kenaikan harga dari luar negeri terutama barang-barang 
impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat 
diproduksi dalam  negeri.
26 
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4. Dampak Inflasi 
 
Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak 
atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat. 
1. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian  
Ketiadaan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari inflasi yang serius 
disebabkan oleh beberapa faktor penting seperti diuraikan di bawah ini : 
Pertama, inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif. Pada masa 
inflasi terdapat kecenderungan di antara pemilik modal untuk menggunakan 
uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. Membeli rumah dan tanah dan 
menyimpan barang yang berharga akan lebih menguntungkan daripada 
melakukan investasi yang produktif.  
Kedua, tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi. Untuk 
menghindari kemerosotan nilai modal yang mereka pinjamkan, institusi keuangan 
akan menaikkan tingkat bunga ke atas pinjaman-pinjaman mereka. Makin tinggi 
tingkat inflasi, makin tinggi pula tingkat bunga yang akan mereka tentukan. 
Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanam modal untuk 
mengembangkan industri-industri yang produktif.  
Ketiga, inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di 
masa depan. Inflasi akan bertambah cepat jalannya jika tidak dikendalikan. Pada 
akhirnya inflasi akan menimbulkan ketidakpastian dan arah perkembangan 
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ekonomi tidak lagi dapat diramalkan dengan baik. Keadaan ini akan mengurangi 
kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.  
Keempat, menimbulkan masalah neraca pembayaran. Inflasi menyebabkan 
harga barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri. 
Maka pada umumnya, inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat 
tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan bertambah lambat. Disamping itu, 
aliran modal keluar akan lebih banyak daripada yang masuk ke dalam negeri. 
Berbagai kecenderungan ini akan memperburuk neraca pembayaran, defisit 
neraca pembayaran yang serius mungkin berlaku. Hal ini seterusnya akan 
mmenyebabkan kemerosotan nilai mata uang.  
2. Dampak Inflasi Terhadap Individu dan Masyarakat  
Akibat buruk inflasi terhadap individu dan masyarakat dapat dibedakan 
kepada tiga aspek seperti di bawah ini : 
Pertama, memperburuk distribusi pendapatan. Dalam masa inflasi nilai 
harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan pabrik dan pertokoan akan 
mengalami kenaikan harga yang adakalanya lebih cepat dari kenaikan inflasi itu 
sendiri. Sebaliknya penduduk yang tidak mempunyai harta yang meliputi 
sebagian besar dari golongan masyarakat yang berpendapatan rendah pendapatan 
riilnya merosot sebagai akibat inflasi. Dengan demikian inflasi melebarkan 
ketidaksamaan distribusi pendapatan.  
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Kedua, pendapatan riil merosot. Sebagian tenaga kerja di setiap negara 
terdiri dari pekerja-pekerja bergaji tetap. Dalam masa inflasi kenaikan harga-
harga biasanya mendahului kenaikan pendapatan.  
Ketiga, nilai riil tabungan merosot. Dalam perekonomian biasanya 
masyarakat menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan 
tabungan di institusi keuangan. Nilai riil tabungan tersebut akan merosot sebagai 
akibat inflasi. Juga pemegang-pemegang uang tunai akan dirugikan karena 
kemerosotan nilai riilnya.
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C. Konsep Upah Minimum 
 
 
Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan sebagai 
berikut:  
م ص لىسر لاق امهنع الله ىضر رمع هبا هع  َريِجَلأا اُىطَْعأ َّفَِجي َْنأ َلَْبق ُهَرَْجأ
قَرَع) ا هاوروجام هب( 
Artinya : 
Dari Ibnu Umar RA berkata Ia: Bersabda Rosulullah SAW: Berikanlah upah 
pekerja (buruh), sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah).
28
 
  
Hadits di atas menjelaskan betapa berharganya pekerjaan seseorang. Sehingga 
ketika seseorang bekerja pada suatu tempat atau perusahaan, diwajibkan kepada 
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perusahaan tersebut untuk memberikan gaji atau upah kepada pekerjanya sesuai 
dengan pekerjaan yang telah di lakukannya secara tepat waktu tanpa dikurangi sedikit 
pun. 
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.
29
 Beberapa 
pengertian tentang upah sebagaimana yang dinyatakan Desseler dalam bukunya yang 
b  judul “Sumb   D y  M nusi ” m n  t k n bahwa upah adalah uang atau sesuatu 
yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pekera/buruh.
30
 
Selain itu ia berpendapat pula bahwa pada kenyataannya sistem pembayaran 
pekerja/buruh dapat dibagi menurut pembayaran berdasarkan waktu kinerja, yaitu 
pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja misalnya jam, hari, minggu, 
bulan dan sebagainya serta pembayaran berdasarkan hasil kinerja, yaitu pmbayaran 
upah/gaji yang didasarkan pada hasil akhir dari proses kinerja, misalnya jumlah 
produksi.
31
 
Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 
pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 
lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap 
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provinsi berbeda-beda sehingga di sebut upah minimum provinsi.
32
 Sedangkan 
pengertian upah minimum menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor PER-01/MEN/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah 
pokok termasuk tunjangan tetap. Tunjangan-tunjangan tidak tetap tidak termasuk 
dalam upah minimum.
33
 Berdasarkan kebijakan tersebut, beberapa hal yang 
dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum adalah: 
a. Kebutuhan hidup minimum (KHM) 
b. Indeks harga konsumen (IHK) 
c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan 
d. Upah yang umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah 
e. Kondisi pasar kerja 
f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita. 
Kebijakan upah minimum secara normatif merupakan jaringan pengaman 
(safety net) bagi pekerja atau buruh yang masih menerima upah dibawah ketentuan 
upah minimum. Tetapi sebagian pihak berpendapat bahwa kebijakan upah minimum 
sampai saat ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 
pendapatan pekerja atau buruh. Apalagi dalam situasi krisis ekonomi yang membuat 
pemenuhan kebutuhan hidup semakin berat. Akibatnya pengusaha terpaksa 
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melakukan restrukturisasi menagemen perusahaan, yang salah satunya berimplikasi 
pada pengurangan tenaga kerja.
34
 
 
D. Konsep Investasi 
 
 
1. Pengertian Investasi 
Teori ekonomi mengartikan atau mendefenisikan investasi sebagai 
pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-
peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-
barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-
barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi 
berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu 
perekonomian.
35
 
Dengan adanya kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-
menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan definisi-
definisi investasi di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu bentuk 
pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa 
depan dengan tingkat resiko tertentu. Terkadang investasi disebut juga sebagai 
penanaman modal. Penanaman modal tersebut terbagi lagi menjadi Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). 
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2. Jenis-Jenis Investasi 
 
Investasi terbagi menjadi dua yaitu investasi langsung dan tidak langsung. 
Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aset yang dapat diperjual belikan 
di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat 
dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual belikan. 
Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual belikan biasanya diperoleh melalui bank 
komersial. Sedangkan jenis investasi yang lain yaitu investasi tidak langsung yaitu 
investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan 
investasi.
36
  
Menurut jenisnya invetasi di bagi menjadi delapan jenis yang terkelompokkan 
menjadi empat kelompok yaitu : 
a. Autonomous investment dan induced investment. Yaitu Automous investment 
adalah investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan 
nasional, Sedangkan induced investment adalah investasi yang sangat 
dipengaruhi tingkat pendapatan. 
b. Public Investment dan Private Investment. Yaitu, Public Investment adalah 
investasi penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu Private Investment adalah 
kebalikannya, yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta.  
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c. Domestic Investmet dan Foreign Investment. yaitu, Domestic artinya dalam 
negeri, sedangkan foreign adalah luar negeri. Dengan itu di jelaskan bahwa 
domestic investment adalah penanaman modal dalam negeri dan foreign 
investment adalah penanaman modal asing. 
d. Gross Investment dan Net Investment. Yaitu, Gross investment adalah jenis 
investasi yang dlaksanakan di suatu Negara, dengan tidak peduli jenis 
investasi apa sajakah yang dilaksanakan. Sedangkan net investment adalah 
selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Apabila misalnya investasi 
bruto Rp.25 juta, sedangkan penyusutan Rp.10 juta maka net investment 
sebesar Rp.15 juta.
37
 
 
E. Jumlah Penduduk 
 
Manusia memiliki proses kehidupan, sejak lahir hingga meninggal. Namun 
dalam daur kehidupan tersebut terdapat penduduk yang usia produktif, artinya dalam 
usia produktif, penduduk tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas 
yang rutin. Manusia dikatakan usia produktif, ketika penduduk berusia pada rentang 
15-64 tahun. Sebelum 15 tahun, atau setelah 64 tahun tidak lagi masuk ke dalam usia 
produktif. Penduduk yang produktif akan membantu dalam kelancaran segi 
perekonomian dan pembangunan dalam satu wilayah. 
Pertambahan jumlah penduduk yang tidak seiring dengan perkembangan 
kesempatan kerja, akan mengakibatkan meningkatkan pengangguran. Tidak bisa 
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dipungkiri bahwa penduduk adalah unsur penting dalam proses pembangunan. 
Bahkan, Adam Smith menganggap bahwa manusialah sebagai factor produksi utama 
yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada 
artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga 
bermanfaat bagi kehidupan. Selain itu, dalam usaha meningkatkan produksi dan 
pengembangan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan sangat penting 
karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan sebagai 
tenaga usahawan yang dapat menciptakan kegiatan ekonomi.
38
 
Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pembangunan  
ekonomi akan menimbulkan masalah tersendiri bagi sebuah Negara atau daerah. Oleh 
karena itu, untuk dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka 
semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan 
keinginan serta keterampilan yang dimilikinya. Ini akan membawa konsekuensi 
bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi 
angkatan kerja baru. 
Meskipun demikian, ada juga yang beranggapan bahwa jumlah penduduk 
yang besar bagi suatu Negara juga bisa sebagai pemacu pembangunan (positif), yaitu 
sebagai pasar yang potensial bagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat 
itu sendiri, sumber tenaga kerja murah yang sangat diperlukan bagi proses 
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pembangunan dan dapat meningkatkan produksi karena dengan semakin banyaknya 
orang orang yang berkarya. 
 
F. Pertumbuhan Ekonomi 
 
 
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 
masyarakat bertambah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi adalah 
perkembangan batas kemungkinan produksi (production possibilityfrontier = PPF) 
suatu negara.
39
 
Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi 
akan selalu mengalami pertumbuhan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan 
menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang. Disamping 
itu tenaga kerja bertambah kemampuannya sebagai akibat perkembangan pendidikan 
dan pengalaman kerja serta pendidikan keterampilan mereka juga berkembang. 
Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat 
pertumbuhan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh 
pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi 
memproduksi biasanya lebih besar daripada pertambahan produksi yang sebenarnya. 
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Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja memiliki peranan yang cukup 
signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Sebagai sumber daya 
pembangunan, tenaga kerja diposisikan sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. 
Dengan demikian naik turunnya produktivitas ditentukan oleh kinerja tenaga kerja. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nopirin bahwa jumlah serta proporsi faktor 
produksi (modal dan tenaga kerja) yang dimiliki suatu Negara menentukan kapasitas 
produksi Negara tersebut, yang tercermin pada kurva kemungkinan produksi.
40
 
Demikian juga menurut Todaro bahwa jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan 
menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih 
besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.
41
 
Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 
kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 
dalam masyarakat bertambah.
42
 Dengan demikian untuk menentukan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut 
harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi 
pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. 
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan angka 
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung 
berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari  sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi 
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penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga 
konstan.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 
(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.  
Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, 
yaitu Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut BPS adalah  
jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga 
tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga 
pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan 
ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik 
Regional Bruto riilnya. 
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS 
adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di 
suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan 
kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi 
sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut 
sertanya factor produksi dalam proses produksi. 
Kuznets memberikan enam ciri pertumbuhan yang muncul  yang didasarkan 
pada produk nasional dan komponennya.. Keenam ciri tersebut adalah Laju 
pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk per kapita yang tinggi, peningkatan 
35 
 
produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk perkapita, laju 
perubahan struktural yang tinggi yang mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke 
non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif dan 
peralihan dari usahausaha perseorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum 
serta perubahan status kerja buruh, Semakin tingginya tingkat urbanisasi, Ekspansi 
dari negara lain, peningkatan arus barang, modal dan orang antar bangsa. 
Penilaian mengenai cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi haruslah 
dibandingkan dengan pertumbuhan di masa lalu dan pertumbuhan yang dicapai oleh 
daerah lain. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan 
yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. 
Sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke 
tahun mengalami penurunan atau fluktuatif. 
 
G. Hubungan Antar Variabel 
 
 
1. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran 
Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah 
pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada 
harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat 
pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat 
bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor 
36 
 
yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi 
karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.
43
 
Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran 
kedudukannya naik (tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan 
dengan kurva philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau 
pengangguran yang rendah. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka 
akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi 
yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah. 
Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan 
tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan 
dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, 
berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. 
Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut 
produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja 
(tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat 
dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) 
pengangguran menjadi berkurang. 
 
2. Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran 
 
Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran 
dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat 
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upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan 
besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah 
tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada 
suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah 
pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika 
upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi 
efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan 
tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan 
pengangguran. 
Peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran 
tenaga kerja. Pertama, efek subtitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih 
lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek 
pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan 
pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya 
komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja 
akan berlekuk kebelakang (backward bending curve).
44
 
 
3. Hubungan Investasi dengan Pengangguran 
 
Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan pengangguran menurut 
Harrod-Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga 
memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor 
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produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunanya.
45
 Dinamika penanaman modal 
mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak 
lesunya pembangunan. Maka setiap Negara berusaha menciptakan iklim yang dapat 
menggairahkan investasi yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga 
dapat meningkatkan kesempatan kerja.
46
 
 
4. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran 
 
Kenaikan jumlah penduduk yang dialami mengakibatkan kenaikan jumlah 
angkatan kerja. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut, tidak dibarengi 
oleh meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya 
bertambah tersebut, tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan. Hal ini akan 
berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah. Berdasarkan penjelasan 
ahli-ahli ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di 
antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori 
penduduk optimum. Teori ini menjelaskan apabila kekurangan penduduk, produksi 
marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Akibatnya pertambahan 
penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Di sisi lain, apabila penduduk 
sudah terlalu banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan 
mempengaruhi fungsi produksi, maka produksi marjinal akan mulai mengalami 
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penurunan. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita 
menjadi semakin lambat pertumbuhannya.
47
 
 
5. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran 
 
Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi 
Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi 
jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui 
peningkatan atau penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena indikator 
yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP. 
Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, 
hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan 
negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan 
pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga 
pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan 
produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih 
diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya. 
Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan 
ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan 
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 Hadi Soesastro, pemikiran dan permasalahan ekonomi di indonesia dalam setengah abad terakhir 
buku 2 ekonomi terpimpin. (Yogyakarta : Kasinius, 2005), h.252. 
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kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi 
mengurangi jumlah pengangguran. 
 
H. Kerangka Pikir 
 
 
Dari kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi 
besarnya pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan yang terjadi baik 
pada inflasi, upah minimum, investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi 
akan mengakibatkan perubahan pada jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014 dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inflasi 
Upah Minimum  
Investasi 
Jumlah Penduduk 
Pertumbuhan Ekonomi 
Pengangguran 
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I. Hipotesis 
 
 
Berdasarkan pemikiran yang tekandung dalam masalah pokok dan tujuan 
yang hendak dicapai maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :  
1. Diduga bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Diduga bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
4. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
5. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu metode penelitian 
yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan metode 
ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi 
pengambilan keputusan.
48
 Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif 
berupa software computer dalam mengelola data tersebut. Data kuantitatif ini berupa 
data runtut waktu (time series) yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu 
variabel tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu 
sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 
perantara dan diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, data yang diambil yaitu 
data yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti data inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pengangguran. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
 
 
Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. 
Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, 
literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data 
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 Mudrajad, Kuncoro, Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah, dan Kebijakan. (UPP AMP 
YKPN,2000) hal.34. 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam 
bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data 
yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel. 
 
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 
 
Penelitian ini menggunakan analisis berganda dengan data runtut waktu (time 
series). Untuk menguji bisa atau tidak regresi tersebut digunakan dan untuk menguji 
hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistik, sebagai berikut : 
Y = β0 + β1X1 - β2X2 - β3X3 + β4X4- β5X5 + e  
Dimana : 
Y = Variabel pengangguran 
β0 = Konstanta 
X1 = Variabel inflasi 
X2 = Variabel upah minimum 
X3 = Variabel Investasi 
X4 = Variabel Jumlah Penduduk 
X5 = Variabel Pertumbuhan ekonomi 
β1 – β5 = Koefisien regresi masing-masing variabel independent  
e = Error term 
Persamaan di atas merupakan persamaan non linier. Maka, untuk 
memudahkan regresi dapat dilakukan transformasi menjadi linier dalam bentuk 
logaritma natural (Ln) seperti pada persamaan estimasi regresi linier berikut : 
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Ln Y= β0 + β1X1 - β2Ln X2 - β3Ln X3 + β4Ln X4- β5X5 + e 
Keterangan : 
Ln Y = Pengangguran 
X1 = Inflasi 
Ln X2 = Upah Minimum 
Ln X3 = Investasi 
Ln X4  = Jumlah penduduk 
X5 = Pertumbuhan ekonomi 
β0 = Konstanta 
β1 – β5 = Parameter yang di Estimasi 
e = Kesalahan Random 
 
1. Uji Asumsi Klasik 
 
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 
analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:  
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 
atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas 
adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat 
grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara Normal Probability 
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Plot. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu 
diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari 
residualnya. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variable independent. Model yang baik 
seharusnya tidak terjadi kolrelasi antara yang tinggi diantara variable bebas. 
Torelance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 
dijelaskan oleh variable bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan 
nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) dan menujukkan adanya 
kolinearitas yang tinggi. Nilai cotuff yang umum dipakai adalah tolerance 
0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode  analisis untuk 
mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian 
nilai durbin watson (DW test). 
d. Uji Heteroksiditas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 
ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 
Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 
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heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam 
penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik. 
 
2. Uji Hipotesis 
 
Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam 
penelitian, di mana rumusan masalah dalam penelitian yang ada di bab 1 telah 
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan 
hipotesis asosiatif  untuk melihat hubungan variabel inflasi, upah minimum, 
investasi, jumlah pendudukan dan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014. Uji Hipotesis terbagi 
menjadi :      
a. Analisis Korelasi (R) 
Analisis korelasi merupakan analisis yang bertujuan untuk mengukur kuat 
atau derajad hubungan antar dua variabel. Fungsi utama analisis korelasi adalah 
untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. 
b. R-Square (R2)  
Nilai R
2
 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam 
mempengaruhi variabel dependen. Nilai R
2
 berkisar antara 0 dan 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). 
Semakin besar nilai R
2
, maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. 
Sifat dari koefisien determinasi adalah : 
a. R2 merupakan besaran yang non negative 
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b. Batasannya adalah (0 ≤ R2 ≤ 1). 
Apabila R
2 
bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel   
independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai R
2
 maka semakin 
tepat regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. 
c. Uji t 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada 
variabel dependen secara nyata.  
Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara 
individu dapat dilihat hipotesis berikut: H0 : ß1 = 0tidak berpengaruh,H1 : 
ß1> 0berpengaruh positif,H1 : ß1< 0berpengaruh negatif. Dimana ß1 
adalah koefisien variable independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. 
Biasanya nilai ß dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variable X1 terhadap 
Y.Bila thitung> ttabel maka Ho diterima (signifikan) dan jika thitung< ttabel Ho 
diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah 
hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. 
d. Uji F 
Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan 
secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu Inflasi(X1), Upah 
Minimum(X2), Investasi(X3), Jumlah Penduduk (X4), Pertumbuhan Ekonomi 
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(X5) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu 
Pengangguran (Y). 
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan Level 
of significance 5 persen, Kriteria pengujiannya apabila nilai F-hitung < F-tabel 
maka hipotesis diterima yang artinya seluruh variabel independen yang 
digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
Apabila Fhitung > Ftabel maka hipotesis ditolak yang berarti seluruh variabel 
independen berpengaruh secara signifikan taerhadap variabel dependen dengan 
taraf signifikan tertentu. 
 
D. Defenisi Operasional 
 
 
Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah:  
1. Inflasi (X1) 
Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju inflasi 
gabungan di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun  2000-2014 dan dinyatakan 
dalam satuan persen (%). 
2. Upah Minimum (X2) 
Upah yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dan dinyatakan dalam satuan 
rupiah (Rp). 
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3. Investasi (X3) 
Investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah total investasi 
PMA dan PMDN di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dan 
dinyatakan dalam rupiah (Rp). 
4. Jumlah Penduduk (X4) 
Jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 
penduduk Sulawesi Selatan usia produktif yaitu umur 15-64 tahun 2000-2014 
dengan satuan jiwa. 
5. Pertumbuhan Ekonomi (X5) 
Variabel pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Sulawesi Selatan 
selama tahun 2000-2014 dalam satuan persen (%). 
6. Pengangguran (Y) 
Variabel jumlah pengangguran yang digunakan adalah jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan satuan 
jiwa. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 
1. Kondisi Geografis 
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Jazira 
selatan pulau Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujung 
Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak 0
012’ – 80 Lintang Selatan dan 116048’ 
– 122036’ Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km2 (42% dari luas seluruh 
Pulau Sulawesi dan 4,1% dari luas seluruh Indonesia). Provinsi ini memiliki posisi 
yang strategis di kawasan timur Indonesia yang memungkinkan Provinsi ini sebagai 
pusat pelayananan, baik bagi kawasan timur Indonesia maupun skala Internasional. 
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat 
b. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar 
c. Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara 
d. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores. 
Hampir 75 persen wilayah Sulawesi Selatan merupakan daerah daratan tinggi 
yang memajang ditengah daratan dari utara ke selatan melalui Gunung Rante Mario 
dan Gunung Ganda Dewata di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, di wilayah bagian 
utara hingga Gunung Lompobattang di Kabupaten Bantaeng daratan rendah/ pantai 
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membentang sepanjang pesisir pantai barat, tengah dan timur dengan total panjang 
pantai yang dimiliki kurang lebih 2500 km. 
Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.083,94 Km². Secara 
administrasi, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 
21 kabupaten 3 kota. Dari 24 Kabupaten/Kota tersebut, didalamnya terdapat 305 
wilayah kecamatan, 2.243 desa dan 771 kelurahan definitif pada tahun 2014.  
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2014 
 
Kabupaten/Kota Luas Area 
(Km
2
) 
Banyaknya 
Kecamatan 
Banyaknya 
Desa/Kelurahan 
Kepulauan Selayar 90.350,00 11 74 
Bulukumba 1.154,67 10 126 
Bantaeng 395,83 8 67 
Jeneponto 903,35 11 113 
Takalar 566,51 9 83 
Gowa 1.883,32 18 167 
Sinjai 819,96 9 80 
Maros 1.619,12 14 103 
Pangkep 1.112,29 13 102 
Barru 1.174,71 7 54 
Bone 4.559,00 27 372 
Soppeng 1.359,44 8 70 
Wajo 2.506,20 14 176 
Sidrap 1.883,25 11 105 
Pinrang 1.961,17 12 104 
Enrekang 1.786,01 12 129 
Luwu 3.000,25 21 227 
Tana Toraja 2.054,30 19 159 
Luwu Utara 7.502,68 11 176 
Luwu Timur 6.944,88 11 102 
Toraja Utara 1.151,47 21 151 
Makassar 175,77 14 143 
Pare Pare 99,33 4 22 
Palopo 247,52 9 48 
          Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
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2. Kondisi Demografi 
Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan DAU Tahun 2014 berjumlah 
8.432.163 jiwa yang tersebar di 24 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk ter-
besar yakni 1.429.242 mendiami Kota Makassar. Secara keseluruhan, jumlah 
penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang 
berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih 
kecil dari 100. Hanya di daerah Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, 
Luwu Timur, dan Toraja Utara yang menunjukkan angka rasio jenis kelamin lebih 
besar dari 100. 
 
3. Kondisi Ketenagakerjaan 
 
Penduduk usia kerja di daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2014 berjumlah 
5.979.749 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja, yang masuk menjadi angkatan 
kerja berjumlah 3.715.801 jiwa atau lebih dari 50 persen dari seluruh Penduduk usia 
kerja. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 3.715.801 jiwa tercatat bahwa 
188.765 orang dalam status mencari pekerjaan. Dari angka tersebut dapat dihitung 
tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun 2013, yakni sebesar 
5,08 persen. Angka ini merupakan rasio antara pencari pekerjaan dan jumlah 
angkatan kerja.  
Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan 
bekerja di sektor pertanian yang berjumlah 1.474.491 orang atau 41,8 persen dari 
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jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja 
cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa. 
 
B. Deskripsi  Perkembangan Variabel 
 
Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam 
penelitian yaitu variabel pengangguran sebagai variabel dependent sedangkan inflasi, 
upah minimum, investasi, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi sebagai 
variabel independent. 
 
1. Perkembangan Jumlah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang patut mendapat 
perhatian pemerintah. Masalah pengangguran umumnya lebih banyak dicirikan oleh 
daerah perkotaan sebagai efek dari industrialisasi.  Pengangguran merupakan akibat 
tidak langsung dari penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi permintaan 
tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran salah satu 
masalah di Sulawesi Selatan yang pertumbuhannya mengalami fluktuasi akibat dari 
semakin banyaknya angkatan kerja yang belum mampu terserap ke dalam lapangan 
kerja yang ada. 
Pengangguran di Sulawesi Selatan tersebar diberbagai kabupaten/kota yang 
ada di Sulawesi Selatan. Berikut adalah data pengangguran di Provinsi Sulawesi 
Selatan:  
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Tabel 4.2 Data Jumlah Pengangguran Berdasarkan Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2014 
 
Kabupaten/ 
Kota 
Pengangguran 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Kep. Selayar 959 1.756 3.030 2.711 3.681 7.148 5.723 
Bulukumba 2.721 2.036 7.415 11.846 7.300 34.643 19.360 
Bantaeng 1.042 495 1.656 1.643 2.278 10.537 5.976 
Jeneponto 966 3.044 3.571 5.012 5.516 28.150 15.286 
Takalar 2.172 2.770 4.507 3.399 4.120 14.772 11.188 
Gowa 2.673 8.935 11.739 18.565 20.328 53.346 39.126 
Sinjai 747 580 1.920 1.594 4.053 8.211 5.841 
Maros 3.716 4.555 10.008 4.783 9.237 21.833 15.436 
Pangkep 5.533 4.800 7.332 8.329 11.743 21.843 18.094 
Barru 1.515 3.740 4.146 3.818 5.000 12.261 7.987 
Bone 5.418 5.454 18.195 9.805 16.875 55.974 32.178 
Soppeng 1.654 3.276 7.036 4.916 4.538 18.374 9.679 
Wajo 1.666 4.353 8.856 10.399 7.375 15.637 13.070 
Sidrap 1.469 6.867 7.878 8.278 9.450 27.405 11.286 
Pinrang 2.608 3.186 5.179 4.878 7.976 21.847 15.079 
Enrekang 868 1.032 1.572 1.127 4.153 5.820 2.748 
Luwu 5.187 2.583 9.692 12.742 10.078 23.038 21.999 
Tana Toraja 4.345 5.691 5.377 6.218 7.604 47.696 22.523 
Luwu Utara - 3.446 15.334 12.040 16.684 14.761 7.920 
Luwu Timur - - - - - 19.296 8.943 
Toraja Utara - - - - - - - 
Makassar 35.448 41.990 74.045 76.288 65.504 91.537 65.434 
Pare Pare 2.297 2.756 6.144 6.472 7.108 11.831 5.934 
Palopo - - - - 5.083 10.987 9.498 
SUL-SEL 83.004 113.345 214.632 214.863 235.684 576.947 370.308 
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Sambungan Tabel 4.2 
Kabupaten/ 
Kota 
 Pengangguran                                                    
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Kep.Selayar  6.501 5.980 5.518 4.663 2.565 1.750 2.446 1.180 
Bulukumba  16.361 15.069 11.178 13.686 9.796 5.241 7.274 5.403 
Bantaeng  10.291 7.963 6.470 5.317 4.503 6.401 5.559 2.274 
Jeneponto  10.918 9.861 12.177 10.061 7.890 7.122 4.148 4.229 
Takalar  13.200 10.530 10.275 8.615 6.846 7.535 3.092 3.540 
Gowa  31.634 23.670 25.734 22.623 21.029 11.417 8.043 7.711 
Sinjai  6.620 5.030 4.970 3.926 5.663 3.285 481 989 
Maros  14.528 12.060 13.965 13.665 9.990 9.226 7.866 6.768 
Pangkep  13.679 14.009 14.251 12.332 8.379 9.918 6.684 12.792 
Barru  5.777 6.217 5.228 5.894 4.288 3.209 2.819 1.393 
Bone  28.156 26.753 18.069 21.578 19.603 11.715 12.286 16.834 
Soppeng  12.696 8.098 9.688 7.907 5.461 6.423 6.194 2.381 
Wajo  14.266 11.560 10.828 8.656 14.036 5.447 6.182 8.064 
Sidrap  14.999 11.502 8.272 9.749 5.960 7.873 7.930 6.957 
Pinrang  14.050 16.259 13.930 10.918 10.269 7.159 2.480 4.243 
Enrekang  5.136 5.655 5.597 3.755 5.467 2.857 1.417 1.288 
Luwu  8.458 8.717 10.576 9.432 10.792 13.989 9.273 7.319 
Tana Toraja  10.467 10.467 10.506 3.802 5.257 5.141 3.315 3.944 
Luwu Utara  8.323 6.674 8.882 6.399 5.663 6.440 5.825 2.459 
Luwu Timur  10.577 12.239 16.149 16.139 8.005 8.990 7.027 9.962 
Toraja Utara  - - - 8.191 5.314 4.817 2.544 3.706 
Makassar  95.010 66.446 77.143 78.216 49.668 55.596 55.619 65.623 
Pare Pare  8.951 7.723 7.470 6.935 4.401 2.276 2.608 4.166 
Palopo  12.116 9.286 7.788 6.493 6.081 5.156 5.800 5.540 
SUL-SEL  372.714 311.768 314.664 298.952 236.926 208.983 176.912 188.765 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
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Tabel di atas menunjukkan data jumlah pengangguran di kabupaten/kota yang 
ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Jumlah 
pengangguran terendah berada di kabupaten Sinjai pada tahun 2001 yaitu sebesar 580 
jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran tertinggi berada di kota Makassar. Hal ini 
disebabkan karena kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi sehingga banyak 
penduduk daerah lain yang pindah ke Makassar untuk mencari pekerjaan.  
Berikut adalah data yang lebih ringkas mengenai jumlah pengangguran di 
Sulawesi Selatan: 
Tabel 4.3 Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2014 
 
Tahun 
Jumlah Pengangguran 
(jiwa) 
Pertumbuhan 
(%) 
2000 83.004 - 
2001 113.345 36,55% 
2002 214.632 89,36% 
2003 214.863 0,10% 
2004 235.684 9,69% 
2005 576.947 144,79% 
2006 370.308 -35,82% 
2007 372.714 0,65% 
2008 311.768 -16,35% 
2009 314.664 0,93% 
2010 298.952 -4,99% 
2011 236.926 -20,75% 
2012 208.983 -11,79% 
2013 176.912 -15,35% 
2014 188.765 6,69% 
       Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
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Berdasarkan tabel 4.3, Perkembangan jumlah pengangguran di Sulawesi 
Selatan dari tahun 2000 sampai 2005 mengalami peningkatan terus menerus dan 
mencapai puncak pada tahun 2005 yaitu 576.947 jiwa dengan peningkatan sebesar 
144,79% dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2004 tingkat 
pengangguran hanya berkisar 235.684 jiwa. Peningkatan jumlah pengangguran yang 
drastis pada tahun 2005 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk 
meningkatkan harga Bahan Baku Minyak. Harga Bahan Baku Minyak merupakan 
salah satu unsur bahan pokok yang mempengaruhi aspek kehidupan sehingga 
kenaikan bahan baku minyak ini mendorong kenaikan biaya produksi bagi 
perusahaan yang berujung pada kenaikan harga barang di pasar dan PHK yang 
dilakukan oleh perusahaan.  
 
2. Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan  
 
Inflasi adalah gejala kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi 
oleh masyarakat secara menyeluruh. Angka inflasi merupakan salah satu indikator 
stabilitas ekonomi yang mencerminkan perubahan harga. Laju inflasi biasanya 
disebabkan oleh naik turunnya produksi barang dan jasa, distribusinya dan juga 
disebabkan oleh jumlah uang beredar. Bagi pemerintah, indikator inflasi bisa 
digunakan sebagai instrumen dalam menyusun kebijakan fiskal dan kebijakan 
moneter. Bagi swasta, indikator inflasi bisa dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan 
usaha terutama berkaitan dengan penyesuaian tingkat upah dan efisiensi perusahaan. 
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Di Indonesia laju inflasi banyak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga 
BBM. Tingkat inflasi yang tinggi akan sangat merugikan perekonomian suatu negara 
yang pada akhirnya merupakan malapetaka bagi masyarakat yang berpenghasilan 
rendah. Besarnya angka inflasi di Sulawesi Selatan memiliki kecenderungan yang 
searah dengan inflasi nasional. 
Tabel 4.4 Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014 
 
Tahun Tingkat Inflasi (%) 
2000 9,73 
2001 11,77 
2002 8,25 
2003 3,01 
2004 6,48 
2005 15,2 
2006 7,21 
2007 5,71 
2008 11,79 
2009 3,39 
2010 6,56 
2011 2,86 
2012 4,41 
2013 6,24 
2014 8,61 
             Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
Pada tabel 4.4 dapat dilihat bagaimana perkembangan inflasi di provinsi 
Sulawesi Selatan selama tahun 2000-2014. Perkembangan inflasi di Sulawesi Selatan 
mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi mencapai angka tertinggi pada tahun 2001, 2005 
dan 2008. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2001 situasi politik di Indonesia 
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kurang baik. Inflasi pada saat itu sebesar 11,77%. Sedangkan pada tahun 2005 dan 
2008 inflasi mencapai besaran dua digit karena adanya imbas kenaikan harga BBM 
yang terutama di dorong oleh kenaikan harga minyak bumi. Inflasi pada tahun 2005 
sebesar 15,20% sedangkan tahun 2008 sebesar 11,79%. 
 
3. Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Sulawesi Selatan  
Kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum dapat berpengaruh 
terhadap angka pengangguran. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar 
mempertimbangkan dengan baik kebijakan dalam menetapkan tingkat upah. Disatu 
sisi, dengan penentuan upah minimum yang tinggi akan memberatkan sisi produsen 
sebagai pemakai faktor tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan produksi. Tetapi di 
lain sisi penentuan upah minimum yang terlalu rendah akan menekan kesejahteraan 
pekerja. 
Secara umum, kondisi upah minimum di provinsi Sulawesi Selatan 
mengalami peningkatan dari tahun ketahun seiring dengan semakin tingginya harga 
berbagai macam kebutuhan hidup masyarakat. Namun yang terjadi, besarnya upah 
yang ditetapkan tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan hidup para tenaga 
kerja. Hal ini disebabkan karena peningkatan upah dibarengi juga dengan kenaikan 
harga bahan kebutuhan pokok khususnya pasca kenaikan BBM. Karena itulah, 
diyakini bahwa peningkatan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 
seorang pekerja dan belum memenuhi kebutuhan keluarganya. 
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Tabel 4.5 Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014 
 
Tahun 
Upah Minimum 
Provinsi (Rp) 
2000 200.000 
2001 300.000 
2002 375.000 
2003 415.000 
2004 455.000 
2005 510.000 
2006 612.000 
2007 673.200 
2008 740.520 
2009 905.000 
2010 1.000.000 
2011 1.100.000 
2012 1.200.000 
2013 1.440.000 
2014 1.800.000 
              Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.5, upah minimum di Sulawesi Selatan setiap tahun 
mengalami peningkatan. Peningkatan upah ini berdasarkan dengan kebijakan 
pemerintah setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tingkat upah ini 
disesuaikan dengan kondisi perekonomian di provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, 
peningkatan upah ini secara umum diharapkan untuk meningkatkan semangat kerja 
para pekerja serta untuk mendapatkan penghidupan yang layak.  
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4. Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan  
 
Investasi adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan suatu usaha di 
wilayah Negara  Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam 
negeri maupun dari luar negeri. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan 
pembangunan ekonomi suatu Negara. Oleh karena itu PMDN dan PMA mempunyai 
peran penting sebagai alternatif sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk 
pembiayaan pembangunan.  
Tabel 4.6 Perkembangan Nilai Investasi Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014 
 
Tahun PMDN (Rp) PMA (Rp) Total (Rp) 
2000 29.981.733.590.000 27.804.490.000 30.009.538.080.000 
2001 16.794.029.000.000 179.764.000.000 16.973.793.000.000 
2002 146.059.750.000.000 3.422.804.160.000 149.482.554.160.000 
2003 487.273.700.000 427.853.267.000 915.126.967.000 
2004 767.121.750.000 2.453.025.856.340 3.220.147.606.340 
2005 876.071.000.000 23.238.120.000 899.309.120.000 
2006 2.362.637.240.000 6.133.284.300.000 8.495.921.540.000 
2007 244.670.640.000.000 1.332.137.364.530 246.002.777.364.530 
2008 121.399.912.000.000 6.696.472.500.000 128.096.384.500.000 
2009 4.461.424.727.000 1.026.221.810.200 5.487.646.537.200 
2010 3.212.298.236.266 3.972.188.959.875 7.184.487.196.141 
2011 3.986.302.703.368 805.227.252.714 4.791.529.956.082 
2012 2.318.863.400.000 5.289.238.463.390 7.608.101.863.390 
2013 921.017.400.000 4.459.770.288.230 5.380.787.688.230 
2014 4.949.542.500.000 3.417.677.677.500 8.367.220.177.500 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
Pada tabel 4.6 dapat dilihat bagaimana perkembangan investasi di provinsi 
Sulawesi Selatan. Perkembangan investasi di Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 
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mengalami fluktuasi. Total investasi paling tinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 
sebesar Rp.246.002.777.364.530,-. Sedangkan total investasi paling rendah terjadi 
pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.899.309.120.000,-.  
Hal ini dipengaruhi oleh perubahan-perubahan iklim investasi seperti kebijakan 
ekonomi yang dilakukan pemerintah, situasi politik serta keamanan dan sebagainya. 
Kondisi seperti ini mempengaruhi kepercayaan investor untuk menanamkan 
modalnya di provinsi Sulawesi Selatan.  
 
5. Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan  
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 
Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili 
kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam penggolongan penduduk 
berdasarkan umur terdapat penduduk yang termasuk dalam penduduk usia produktif 
yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun.  
Pertambahan penduduk yang relatif  besar terjadi di daerah perkotaan beserta 
kabupaten di sekitarnya. Hal ini adalah wajar,karena ekonomi masyarakat berpusat di 
daerah perkotaan. Daerah yang mengalami pertumbuhan cukup pesat dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, faktor kesempatan kerja yang lebih 
luas,melanjutkan pendidikan yang tinggi,sejumlah fasilitas yang lebih memadai 
khususnya di daerah perkotaan dan berbagai daya tarik lainnya. 
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Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2014 
 
Tahun 
Jumlah Penduduk Usia Produktif 
(Jiwa) 
2000 4.906.491 
2001 4.742.279 
2002 4.808.771 
2003 5.022.710 
2004 5.005.605 
2005 4.526.775 
2006 4.961.407 
2007 4.858.837 
2008 4.894.159 
2009 5.008.875 
2010 5.110.194 
2011 5.162.317 
2012 5.209.758 
2013 5.415.286 
2014 5.495.026 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
 
Dari tabel 4.7 dapat kita lihat jumlah penduduk usia produktif di provinsi 
Sulawesi Selatan dari tahun 2000-2014 mengalami fluktuasi dan cenderung 
meningkat. Hal ini disebabkan karena banyaknya perpindahan penduduk usia 
produktif dengan alasan pendidikan dan untuk mencari pekerjaan.  
6. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan  
Indikator penting untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah 
adalah dengan melihat data PDRB nya. Pendapatan nasional yang dapat di wujudkan 
dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto merupakan gambaran aktivitas 
perekonomian dalam suatu daerah. Pengukuran PDRB sangat diperlukan dalam 
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kebijakan makroekonomi. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menghadapi 
berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, 
hubungan antara kegiatan ekonomi dan pengangguran, serta ukuran faktor penentu 
inflasi. 
Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2000-2014 
 
Tahun 
PDRB Harga Konstan 
(Rp) 
Laju Pertumbuhan 
(%) 
2000 28.258.970,00 - 
2001 29.735.720,00 5,23 
2002 30.948.818,00 4,08 
2003 32.627.380,00 5,42 
2004 34.345.080,00 5,26 
2005 36.424.018,00 6,05 
2006 38.867.679,00 6,71 
2007 41.332.426,00 6,34 
2008 44.549.825,00 7,78 
2009 47.314.024,00 6,2 
2010 51.197.036,00 8,21 
2011 55.093.740,00 7,61 
2012 59.718.500,00 8,39 
2013 64.284.430,00 7,65 
2014 69.150.761,00 7,57 
         Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015 
Dari tabel 4.8 Perkembangan PDRB menurut harga konstan 2000 di Sulawesi 
Selatan dari tahun 2000 sampai 2014 secara umum menunjukkan kenaikan dan 
kenaikan ini cukup bersifat stabil dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi 
yang diliat dari Perkembangan PDRB harga konstan tahun 2000 secara umum 
mengalami peningkatan tetapi pada beberapa tahun pertumbuhan ekonomi yang 
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diukur melalui PDRB harga konstan tahun 2000 mengalami penurunan pertumbuhan. 
Penurunan pertumbuhan yang paling terlihat adalah pada tahun 2002 dimana 
pertumbuhan ekonomi hanya 4,08%. Hal ini disebabkan karena melemahnya 
beberapa sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi. Seperti pembentukan modal, 
pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, restoran dan hotel, serta sektor 
angkutan dan komunikasi. 
 
C. Hasil Penelitian 
 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik (classical assumptions) adalah uji statistik untuk mengukur 
sejauhmana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model 
regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-
asumsi klasik yaitu multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas. 
Proses pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan bersamaan dengan 
proses uji regresi sehingga langkah-langkah menggunakan langkah kerja yang sama 
dengan uji regresi. 
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
mendekati normal.  
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Gambar 4.1 Grafik Histogram 
 
Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas 
 
  Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
 
Berdasarkan gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, 
karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Dari gambar 4.2 
Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression Standardized 
Residual, terlihat bahwa titik–titik menyebar disekitar garis diagonal, serta 
penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi  layak dipakai 
untuk memprediksi  jumlah pengangguran berdasarkan variabel bebasnya. 
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b. Uji Multikolinearitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 
adanya korelasi antara variable independent. Model yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi antara yang tinggi diantara variable bebas. Torelance mengukur 
variabilitas variable bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variable 
bebas lainnya. Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, 
maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka 
dinyatakan terjadi gejalah multikolinieritas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang 
dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejalah 
multikolinieritas 
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
Inflasi ,644 1,553 
upah minimum ,103 9,691 
Investasi ,949 1,054 
jumlah penduduk ,245 4,076 
pertumbuhan ekonomi ,182 5,498 
         Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.9 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF untuk 
masing-masing variable penelitian sebagai berikut : 
 Nilai VIF untuk variable inflasi sebesar 1,553 < 10 dan nilai toleransi sebesar 
0,644 > 0,10 sehingga variabel inflasi dinyatakan tidak terjadi gejala 
multikolinieritas. 
 Nilai VIF untuk variabel upah minimum sebesar 9,691 < 10 dan nilai toleransi 
sebesar 0,103 > 0,10 sehingga variabel upah minimum dinyatakan tidak 
terjadi multikolonieritas. 
 Nilai VIF untuk variabel investasi sebesar 1,054 < 10 dan nilai toleransi 
sebesar 0,949 > 0,10 sehingga variabel investasi dinyatakan tidak terjadi 
multikolonieritas. 
 Nilai VIF untuk variabel jumlah penduduk sebesar 4,076 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0,245 > 0,10 sehingga variabel jumlah penduduk dinyatakan 
tidak terjadi multikolonieritas. 
 Nilai VIF untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,498 < 10 dan nilai 
toleransi sebesar 0,182 > 0,10 sehingga variabel pertumbuhan ekonomi 
dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota 
dari serangkaian observasi yang berderetan  waktu. Uji autokorelasi digunakan 
untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu 
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korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 
regresi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson. Dan hasil uji autokorelasi 
untuk penelitian ini dapat dilihat pada table uji Durbin Watson berikut : 
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi 
Model Summary
b
 
Mode
l 
Change Statistics Durbin-
Watson 
df1 df2 Sig. F 
Change 
1 5
a
 9 ,010 1,511 
      Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
Pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat nilai Durbin Watson untuk penelitian 
ini adalah sebesar 1.511 maka dapat di simpulkan bahwa penelitian ini bebas dari 
masalah autokorelasi. 
d. Uji Heteroksiditas 
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 
model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians 
berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar  berikut : 
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Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 
 
  Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak 
dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas 
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi  layak dipakai 
untuk memprediksi jumlah pengangguran berdasar masukan variabel 
independentnya. 
 
2. Analisis Regresi Berganda 
 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan 
antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat 
dari tabel hasil uji coefisient berdasarkan  output SPSS versi 21 terhadap kelima 
variabel independent yaitu inflasi, upah minimum, investasi, jumlah penduduk, dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut : 
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Tabel 4.11 Hasil Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                 
Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
 
Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas terlihat bahwa nilai konstanta    sebesar 
196,084 dan koefisien regresi β1-0,035, β20,886, β3-0,034, β4-12,600, β50,010. Nilai 
konstanta dan koefisien regresi (α, β1, β2, β3, β4, β5) ini dimasukkan dalam persamaan 
regresi linier berganda berikut ini ; 
LnY =                                        
sehingga persamaan regresinya menjadi sebagai berikut : 
Pengangguran = 196,084 – 0,035 Inf + 0,886 UMP – 0,034 Inv – 12,600 JP  
+ 0,010 PE + e. 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) 196,084 44,959 
 4,361 ,002 
Inflasi -,035 ,027 -,256 -1,283 ,231 
upah minimum ,886 ,388 1,138 2,282 ,048 
Investasi -,034 ,047 -,120 -,733 ,482 
jumlah penduduk -12,600 3,130 -1,302 -4,026 ,003 
pertumbuhan 
ekonomi 
,010 ,085 ,045 ,119 ,908 
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Dari persamaan regresi berganda diatas dapat dilihat sebagai berikut : 
a. Nilai Konstanta (α) 
Nilai konstanta sebesar 196,084 berarti jika Inflasi (X1), Upah Minimum 
(X2), Investasi (X3), Jumlah Penduduk (X4), dan Pertumbuhan Ekonomi (X5) 
nilainya 0 atau konstan maka jumlah Pengangguran (Y) nilainya sebesar 196,084. 
b. Inflasi (X1) 
Nilai konstanta regresi inflasi 0,035 menyatakan bahwa setiap peningkatan 
1% inflasi maka akan menyebabkan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebesar 0,035%. Dan sebaliknya jika inflasi menurun 1% maka 
akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi 
Selatan sebesar 0,035%. Arah hubungan antara inflasi dengan jumlah 
pengangguran adalah negatif (-), dimana peningkatan atau penurunan inflasi akan 
mengakibatkan penurunan atau peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
c.  Upah Minimum (X2) 
Nilai konstanta regresi UMP 0,886 menyatakan bahwa setiap peningkatan 
1% UMP maka akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi 
Sulawesi Selatan sebesar 0,886%. Dan sebaliknya jika UMP menurun 1% maka 
akan menyebabkan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
sebesar 0,886%. Arah hubungan antara UMP dengan jumlah pengangguran 
adalah searah (+), dimana kenaikan atau penurunan UMP akan mengakibatkan 
kenaikan dan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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d. Investasi (X3) 
Nilai konstanta regresi investasi 0,034 menyatakan bahwa setiap 
peningkatan 1% investasi maka akan menyebabkan penurunan jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,034%. Dan sebaliknya jika 
investasi berkurang 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,034%. Arah hubungan 
antara investasi dengan jumlah pengangguran adalah negatif (-), dimana kenaikan 
atau penurunan investasi akan mengakibatkan penurunan atau kenaikan jumlah 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 
e. Jumlah Penduduk (X4) 
Nilai konstanta regresi jumlah penduduk 12,600 menyatakan bahwa setiap 
peningkatan 1% jumlah penduduk usia produktif  maka akan menyebabkan 
penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 12,600%. 
Dan sebaliknya jika jumlah penduduk usia produktif  berkurang 1% maka akan 
menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
sebesar 12,600%. Arah hubungan antara jumlah penduduk dengan jumlah 
pengangguran adalah negatif (-), dimana kenaikan atau penurunan jumlah 
penduduk akan mengakibatkan penurunan atau peningkatan jumlah pengangguran 
di Provinsi Sulawesi Selatan. 
f. Pertumbuhan Ekonomi (X5) 
Nilai konstanta regresi pertumbuhan ekonomi 0,010 menyatakan bahwa 
setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan 
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peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,010%. 
Dan sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi berkurang 1% maka akan 
menyebabkan penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
sebesar 0,010%. Arah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 
pengangguran adalah positif (+), dimana kenaikan atau penurunan pertumbuhan 
ekonomi akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan jumlah pengangguran 
di Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Uji Hipotesis 
Selanjutnya dari persamaan regresi berganda dilakukan uji hipotesis dengan 
prosedur pengujiannya sebagai berikut : 
a. Analisis Korelasi (R) 
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi  
Model Summary
b
 
Mo
del 
R R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
Sig. F 
Change 
1 ,877
a
 ,769 ,641 ,28747 ,769 5,999 ,010 
Sumber : Output SPSS 21 Yang Diolah, 2016 
Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau presentase 
dari variasi total variabel dependent yang mampu dijelaskan oleh model regresi. 
Dari tabel 4.12 diatas diperoleh R sebesar 0.877. Hal ini menunjukkan hubungan 
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korelasi positif yang sangat kuat serta eratnya  hubungan antara variabel  Y dan 
Variabel X. 
b. R-Square (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen. 
Dari hasil regresi pengaruh variabel inflasi, upah minimum, investasi, 
jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Sulawesi 
Selatan diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,769. 
Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) menjelaskan variasi 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 76,9%. Adapun sisanya 
variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 23,1%.  
c. Uji F 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk melihat kevalidasan 
model regresi yang digunakan. Dimana nilai F ratio dari koefisien regresi 
kemudian dibandingkan dengan niai F tabel. Dengan kriteria uji: 
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jika Fhitung  > Ftabel maka H0 ditolak 
jika Fhitung  < Ftabel maka H0 diterima 
dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Uji F digunakan untuk menguji 
signifikansi pengaruh inflasi, Upah Minimum, Investasi, Jumlah Penduduk, dan 
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014. 
Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan pengaruh variabel inflasi (X1), Upah 
Minimum (X2), Investasi (X3), Jumlah Penduduk (X4),  dan Pertumbuhan 
Ekonomi (X5),  terhadap Pengangguran (Y) dengan nilai Fhitung sebesar 5,999 
dengan signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari taraf signifikansi yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,010 < 0,05). Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian 
hipotesis diatas menolak H0 hal ini menunjukkan bahwa inflasi, Upah Minimum, 
Investasi, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh  terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2000-2014. 
d. Uji t 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 
masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Dengan menguunakan hipotesis : 
jika t-hitung  > t-tabel maka H0 ditolak 
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jika t-hitung  < t-tabel maka H0 diterima 
Pada tabel 4.11 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian parsial 
terhadap masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel 
dependennya dapat dianalisis sebagai berikut : 
Variabel inflasi, nilai t probabilitas (0,231) lebih besar dari taraf nyata 
sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai t negatif 
menunjukkan bahwa inflasi mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan 
jumlah pengangguran.  
Variabel upah minimum, nilai t probabilitas (0,048) lebih kecil dari taraf 
nyata sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat upah 
minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai t 
positif menunjukkan bahwa tingkat upah minimum mempunyai hubungan yang 
searah dengan jumlah pengangguran. 
Variabel investasi, nilai t probabilitas (0,482) lebih besar dari taraf nyata 
sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel investasi tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai t negatif 
menunjukkan bahwa investasi mempunyai hubungan yang berlawanan arah 
dengan jumlah pengangguran. 
Variabel jumlah penduduk, nilai t probabilitas (0.003) yang lebih kecil 
dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 
penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran. Nilai t 
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negatif menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang 
berlawanan arah dengan jumlah pengangguran.  
Variabel pertumbuhan ekonomi, nilai t probabilitas (0,908) lebih besar 
dari taraf nyata sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah 
pengangguran. Nilai t positif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 
mempunyai hubungan yang searah dengan jumlah pengangguran. 
 
D. Implikasi Hasil Penelitian 
 
 
1. Pengaruh Inflasi (X1) Terhadap Pengangguran (Y) 
Variabel inflasi tidak signifikan terhadap pengangguran dengan arah yang 
negatif. Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan terjadi karena kenaikan harga-harga 
komoditi yang ditujukkan pada kelompok pengeluaran seperti bahan makanan, 
kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, 
listrik, gas, dan lainnya. Komoditas lainnya yang menyumbang inflasi provinsi Sulsel 
seperti angkutan udara, bawang merah, telur ayam ras, dan lainnya. Tingginya 
permintaan pasar membuat stok produsen menurun. Untuk memenuhi permintaan 
pasar yang tinggi produsen melakukan penambahan faktor produksi sebagai usaha 
peningkatan kapasitas produksi. Akan tetapi perkembangan teknologi yang semakin 
canggih membuat produsen lebih memilih menggunakan mesin dalam produksinya 
agar produksinya bisa lebih efisien. Sehingga inflasi di Sulawesi Selatan mempunyai 
pengaruh yang lemah atau tidak signifikan terhadap pengangguran.  
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Secara teori hal ini pernah dijelaskan oleh AW Philips pada tahun 1958 
tentang hukum Philips. Dalam teori tersebut Philips menjelaskan bahwa adanya 
hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa 
inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan 
naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, 
kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk 
memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya 
dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang 
dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka 
dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmi Ratna Ningsih 
(2010) yang berjudul pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap 
pengangguran di Indonesia periode tahun 1988-2008 di mana variabel Inflasi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Dalam skripsinya 
tersebut, ia menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan inflasi tidak mempengaruhi 
tingkat pengangguran Indonesia diantaranya adalah kebijaksanaan pembangunan 
yang dilakukan pemerintah orde baru bertumpu kepada apa yang disebut trilogi 
pembangunan yaitu tercapainya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan 
dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya diupayakan dengan 
kebijaksanaan moneter yang bertujuan untuk mendukung terciptanya kestabilan harga 
dalam perekonomian dan pengendalian jumlah uang beredar. Sementara itu 
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terciptanya perluasan tenaga kerja telah diupayakan terutama melalui peningkatan 
dan pemerataan pembangunan. Dengan kebijaksanaan tersebut maka inflasi dapat 
ditekan di bawah dua digit.
49
 
Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Yeni Dharmayanti (2011) yang berjudul analisis pengaruh pdrb, upah dan inflasi 
terhadap pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah tahun 1991-2009 dimana 
variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.
50
 
 
2. Pengaruh Upah Minimum (X2) Terhadap Pengangguran (Y) 
 
Variabel UMP berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran  dengan 
arah yang positif. Hal ini bisa terjadi karena pada kenyataannya masih terdapat 
beberapa perusahaan yang tidak mengikuti kebijakan upah minimum provinsi. 
Dengan kata lain masih terdapat perusahaan yang memberikan upah kepada pekerja 
di bawah upah minimum yang telah ditetapkan.  
Menurut Arfida (2003) naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya 
produksi perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang 
yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat 
apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak 
lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang 
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yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya 
target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. 
Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala 
produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale-effect. Selain itu, kenaikan 
upah membuat pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk 
proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan 
kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan 
penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau 
substitution-effect.
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid Alghofari (2010) 
yang berjudul Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007 di mana 
variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran.
52
 
Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Agustina Mustika CD (2010) tentang Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-
Faktor yang Mempengaruhinya di Kota Semarang. Di mana variabel upah 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
53
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3. Pengaruh Investasi (X3) Terhadap Pengangguran (Y) 
 
Variabel investasi tidak signifikan terhadap pengangguran dengan arah yang 
negatif. Menurut Harrod-Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, 
tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu 
faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Investasi memainkan 
peran penting dalam menggerakkan ekonomi karena dengan pembentukan modal 
dapat membentuk kapasitas produksi maupun menciptakan lapangan kerja baru 
sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya pembentukan 
lapangan pekerjaan baru secara tidak langsung investasi mengurangi jumlah 
pengangguran.  
Hanya saja, sekarang investasi banyak bergerak di sektor jasa dan sektor padat 
modal, sehingga peningkatan investasi tidak dapat menekan angka pengangguran. 
Selain itu, investasi yang bersumber dari pemerintah lebih berorientasi pada 
pembangunan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riswandi (2011) yang 
berjudul faktor yang mempengaruhi pengangguran di sumatera barat pasca krisis 
ekonomi pada tahun 2000-2010 di mana variabel investasi swasta tidak signifikan 
terhadap pengangguran dengan arah yang negatif. Hal tersebut disebabkan proporsi 
investasi swasta yang tidak begitu besar di Sumatera Barat yang mana secara 
keseluruhan mengalami penurunan tingkat investasi yang salah satu penyebabnya 
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adalah terjadinya krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi di Indonesia secara 
umum.
54
 
Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artriyan Syahnur 
Tirta (2013) yang berjudul analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan 
investasi terhadap pengangguran di provinsi Jawa Tengah. Di mana variabel investasi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
55
 
 
4. Pengaruh Jumlah Penduduk (X4) Terhadap Pengangguran (Y) 
 
Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 
dengan arah yang negatif. Jumlah penduduk yang besar bagi suatu wilayah atau 
Negara juga bisa disebut sebagai pemacu pembangunan (positif), yaitu sebagai pasar 
yang potensial bagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat itu sendiri, 
sumber tenaga kerja murah yang sangat diperlukan bagi proses pembangunan dan 
dapat meningkatkan produksi karena dengan semakin banyaknya orang-orang yang 
berkarya. Khususnya Penduduk yang produktif akan membantu dalam kelancaran 
segi perekonomian dan pembangunan dalam satu wilayah, karena penduduk tersebut 
memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang rutin. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayudha Lindiarta 
(2014) yang berjudul analisis pengaruh tingkat upah minimum, inflasi, dan jumlah 
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penduduk terhadap pengangguran di kota malang (1996 – 2013) di mana variabel 
jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
56
 
Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid Alghofari 
(2010) yang berjudul Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007 
di mana variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengangguran.
57
 
 
5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X5) Terhadap Pengangguran (Y) 
 
Variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap pengangguran 
dengan arah positif. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif 
dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas 
produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, 
di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang 
meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada 
padat karya. Menurut Trimurti dan Komalasari (2014) pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran karena pencapaian stabilitas 
ekonomi makro tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja yang sangat 
dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kembar Sari 
(2012) dengan judul analisis pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, 
dan upah terhadap pengangguran terdidik di sumatera barat. Di mana variabel 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
pengangguran terdidik.
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Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artriyan Syahnur 
Tirta (2013) yang berjudul analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan 
investasi terhadap pengangguran di provinsi Jawa Tengah. Di mana variabel 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
59
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai koefisien 0,035 dan 
nilai signifikansi inflasi sebesar 0,231 dinyatakan lebih besar dari taraf 
kepercayaan 0,05 (0,231 > 0,05).  
2. Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai koefisien 0,886 dan 
nilai signifikansi upah minimum sebesar 0,048 dinyatakan lebih kecil dari 
taraf kepercayaan 0,05 (0,048 < 0,05). 
3. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai koefisien 0,034 dan 
nilai signifikansi investasi sebesar 0,482 dinyatakan lebih besar dari taraf 
kepercayaan 0,05 (0,482 > 0,05). 
4. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran 
di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai koefisien 12,600 
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dan nilai signifikansi jumlah penduduk sebesar 0,003 dinyatakan lebih kecil 
dari taraf kepercayaan 0,05 (0,003 < 0,05). 
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2014 dengan nilai 
koefisien 0,010 dan nilai signifikansi sebesar 0,908 dinyatakan lebih besar 
dari taraf kepercayaan 0,05 (0,908 > 0,05). 
 
B. Saran 
 
 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu: 
1. Peranan pemerintah untuk mengendalikan terjadinya inflasi diharapan dapat 
meningkatkan kemampuan dalam proses penyerapan tenaga kerja. Hal 
tersebut dikarenakan dengan terkendalinya inflasi maka sektor-sektor usaha 
dalam penyerapan tenaga kerja dapat mengalami peningkatan. 
2. Dari segi upah minimum yang ditetapkan pemerintah, diharapkan dapat 
diterapkan secara nyata. Hal ini tentu saja perlu ada pengawasan dalam 
pelaksanaannya baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat 
(perusahaan/pemberi upah). Diharapkan dari kebijakan upah yang dikeluarkan 
ini tidak menurunkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja tanpa harus 
mengurangi penyerapan tenaga kerja sebagai konsekuensi dari penetapan 
upah yang tinggi. 
3. Dari segi tingkat investasi, sebaiknya dilakukan evaluasi ulang mengenai 
prosedur administrasi penanaman modal. Prosedur yang diharapkan tidak 
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berbelit-belit dan birokratis, sehingga para investor lebih mudah dalam 
administrasi penanaman modalnya. Keamanan berinvestasi baik ditinjau dari 
pihak masyarakat maupun pemerintah di daerah juga menjadi penentu mau 
atau tidaknya investor melakukan investasi. Menjaga isu-isu tentang daerah 
baik isu social, ekonomi maupun politik yang akan mempengaruhi 
perkembangan investasi di daerah tersebut. 
4.  Diharapkan pihak pemerintah dapat mempertahankan serta meningkatkan 
mutu dari Jumlah penduduk, karena variabel Jumlah penduduk mempunyai 
pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi Pengangguran, diantaranya 
yaitu dengan cara menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 
untuk pencari kerja, sehingga Pengangguran akan menurun. 
5. Dari segi Pertumbuhan Ekonomi, penanaman modal disektor industri 
hendaknya bersifat padat karya. Dengan pengoptimalan sumber-sumber daya 
manusia yang tersedia dengan tingkat pendidikan yang bervariatif dan dapat 
dilatih sesuai dengan keinginan pasar kerja, maka selain akan meningkatkan 
pendapatan daerah juga akan berdampak pada pengurangan jumlah 
pengangguran. 
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Tahun 
Jumlah Pengangguran 
(Jiwa) LN 
Inflasi (%) 
2000 83.004 11,32664408 9,73 
2001 113.345 11,63819154 11,77 
2002 214.632 12,27668021 8,25 
2003 214.863 12,27775589 3,01 
2004 235.684 12,3702472 6,48 
2005 576.947 13,26550569 15,2 
2006 370.308 12,82209037 7,21 
2007 372.714 12,82856665 5,71 
2008 311.768 12,6500146 11,79 
2009 314.664 12,65926068 3,39 
2010 298.952 12,6080383 6,56 
2011 236.926 12,37550314 2,86 
2012 208.983 12,25000819 4,41 
2013 176.912 12,08340771 6,24 
2014 188.765 12,14825813 8,61 
 
 
Tahun UMP (Rp) LN 
2000 200.000 12,20607265 
2001 300.000 12,61153775 
2002 375.000 12,8346813 
2003 415.000 12,9360338 
2004 455.000 13,0280527 
2005 510.000 13,142166 
2006 612.000 13,32448756 
2007 673.200 13,41979774 
2008 740.520 13,51510792 
2009 905.000 13,71569022 
2010 1.000.000 13,81551056 
2011 1.100.000 13,91082074 
2012 1.200.000 13,99783211 
2013 1.440.000 14,18015367 
2014 1.800.000 14,40329722 
 
 
PMDN PMA PMDN + PMA LN 
29.981.733.590.000 27.804.490.000 30.009.538.080.000 31,03253638 
16.794.029.000.000 179.764.000.000 16.973.793.000.000 30,46269168 
146.059.750.000.000 3.422.804.160.000 149.482.554.160.000 32,63820081 
487.273.700.000 427.853.267.000 915.126.967.000 27,54232865 
767.121.750.000 2.453.025.856.340 3.220.147.606.340 28,80044831 
876.071.000.000 23.238.120.000 899.309.120.000 27,52489266 
2.362.637.240.000 6.133.284.300.000 8.495.921.540.000 29,77060735 
244.670.640.000.000 1.332.137.364.530 246.002.777.364.530 33,13636394 
121.399.912.000.000 6.696.472.500.000 128.096.384.500.000 32,4838041 
4.461.424.727.000 1.026.221.810.200 5.487.646.537.200 29,3335206 
3.212.298.236.266 3.972.188.959.875 7.184.487.196.141 29,60294526 
3.986.302.703.368 805.227.252.714 4.791.529.956.082 29,19787088 
2.318.863.400.000 5.289.238.463.390 7.608.101.863.390 29,66023483 
921.017.400.000 4.459.770.288.230 5.380.787.688.230 29,31385589 
4.949.542.500.000 3.417.677.677.500 8.367.220.177.500 29,75534283 
 
 
Tahun 
Jumlah Penduduk Usia Produktif 
(Jiwa) 
LN 
2000 4.906.491 15,40606958 
2001 4.742.279 15,37202838 
2002 4.808.771 15,3859521 
2003 5.022.710 15,42948019 
2004 5.005.605 15,42606884 
2005 4.526.775 15,32552032 
2006 4.961.407 15,41719993 
2007 4.858.837 15,39630967 
2008 4.894.159 15,40355301 
2009 5.008.875 15,4267219 
2010 5.110.194 15,44674793 
2011 5.162.317 15,45689607 
2012 5.209.758 15,46604396 
2013 5.415.286 15,50473625 
2014 5.495.026 15,51935388 
 
 
Tahun 
PDRB Harga Konstan 
(Rp) 
Laju Pertumbuhan (%) 
2000 28.258.970,00 0 
2001 29.735.720,00 5,23 
2002 30.948.818,00 4,08 
2003 32.627.380,00 5,42 
2004 34.345.080,00 5,26 
2005 36.424.018,00 6,05 
2006 38.867.679,00 6,71 
2007 41.332.426,00 6,34 
2008 44.549.825,00 7,78 
2009 47.314.024,00 6,2 
2010 51.197.036,00 8,21 
2011 55.093.740,00 7,61 
2012 59.718.500,00 8,39 
2013 64.284.430,00 7,65 
2014 69.150.761,00 7,57 
 
Regression 
 
[DataSet0]  
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
pengangguran 12,3720 ,47976 15 
inflasi 7,4147 3,56085 15 
upah minimum 13,4027 ,61597 15 
investasi 30,0170 1,68589 15 
jumlah penduduk 15,4255 ,04956 15 
pertumbuhan ekonomi 6,1667 2,12053 15 
 
 
 
 
 Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 
pertumbuhan ekonomi, 
investasi, inflasi, jumlah 
penduduk, upah 
minimum
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
1 ,877
a
 ,769 ,641 ,28747 ,769 5,999 
 
 
Model Summary
b
 
Model Change Statistics Durbin-Watson 
df1 df2 Sig. F Change 
1 5
a
 9 ,010 1,511 
 
a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, jumlah penduduk, upah minimum 
b. Dependent Variable: pengangguran 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2,479 5 ,496 5,999 ,010
b
 
Residual ,744 9 ,083   
Total 3,222 14    
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
b. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, jumlah penduduk, upah 
minimum 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 196,084 44,959  4,361 ,002 
inflasi -,035 ,027 -,256 -1,283 ,231 
upah minimum ,886 ,388 1,138 2,282 ,048 
investasi -,034 ,047 -,120 -,733 ,482 
jumlah penduduk -12,600 3,130 -1,302 -4,026 ,003 
pertumbuhan 
ekonomi 
,010 ,085 ,045 ,119 ,908 
 
Coefficients
a
 
Model Correlations Collinearity Statistics 
Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant)      
inflasi ,045 -,393 -,206 ,644 1,553 
upah minimum ,331 ,605 ,365 ,103 9,691 
investasi -,143 -,237 -,117 ,949 1,054 
jumlah penduduk -,279 -,802 -,645 ,245 4,076 
pertumbuhan 
ekonomi 
,531 ,040 ,019 ,182 5,498 
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
 
 
 
 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) inflasi upah 
minimum 
1 
1 5,753 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,183 5,609 ,00 ,46 ,00 
3 ,062 9,664 ,00 ,22 ,00 
4 ,002 52,576 ,00 ,01 ,01 
5 ,000 137,027 ,00 ,07 ,45 
6 1,263E-006 2133,976 1,00 ,23 ,54 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Variance Proportions 
investasi jumlah penduduk pertumbuhan 
ekonomi 
1 
1 ,00 ,00 ,00 
2 ,00 ,00 ,02 
3 ,00 ,00 ,17 
4 ,97 ,00 ,04 
5 ,02 ,00 ,48 
6 ,01 1,00 ,28 
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
N 
Predicted Value 11,3795 13,2166 12,3720 ,42077 15 
Std. Predicted Value -2,359 2,007 ,000 1,000 15 
Standard Error of Predicted 
Value 
,096 ,277 ,175 ,052 15 
Adjusted Predicted Value 11,5584 12,9025 12,3400 ,35257 15 
Residual -,53166 ,39365 ,00000 ,23049 15 
Std. Residual -1,849 1,369 ,000 ,802 15 
Stud. Residual -2,392 1,453 ,017 ,984 15 
Deleted Residual -,88964 ,69927 ,03201 ,39224 15 
Stud. Deleted Residual -3,738 1,565 -,071 1,252 15 
Mahal. Distance ,627 12,088 4,667 3,279 15 
Cook's Distance ,002 ,917 ,141 ,266 15 
Centered Leverage Value ,045 ,863 ,333 ,234 15 
 
a. Dependent Variable: pengangguran 
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